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kita bangun bersama, saling percaya, saling jujur, dan saling menguatkan, bahkan 

ketika tak lagi berada dalam ruang yang sama. 

Teruntuk diriku sendiri, Addini Fitri Fadilah. Terima kasih telah bertahan 
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kamu memang layak. Terima kasih karena tetap percaya, bahkan saat orang lain 

meragukan. Karena di balik senyum yang kau tampilkan, ada cerita panjang yang 
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sendirian. Semoga aku tak pernah lupa, bahwa aku layak untuk tumbuh dan 

bahagia. Dan bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi kau sudah jauh melampaui 

versi dirimu yang dulu hampir berhenti di tengah jalan. 

Akhir kata, Terima Kasih kepada siapa pun yang pernah hadir, walau hanya 

sejenak, walau diam-diam. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari mozaik 

perjalanan ini. Semoga karya kecil ini menjadi persembahan dari hati yang kelak 

tumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi 

juga untuk kalian yang telah menjadi bagian dari kisah ini. Karya ini bukan semata 

tentang pencapaian akademik, melainkan tentang cinta, harapan, dan doa yang 

melebur dalam langkah-langkah kecil menuju harapan besar. Semoga ia terus 

tumbuh, menjadi doa yang diam-diam menguatkan, dan menjadi bekal yang berarti 

untuk melangkah lebih jauh lagi. 
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ABSTRAK 

 
Addini Fitri Fadilah, 2025, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Dearah, 

Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Dengan Partisipasi 

Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi” 

Pembimbing : Sri Andriani, M.Si 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, 

Kinerja Keuangan, Partisipasi Masyarakat. 

Partisipasi Masyarakat sebagai variabel moderasi, penelitian ini menyelidiki 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel yang mencakup 31 

provinsi Indonesia selama tahun 2019-2023. Data yang dipakai berasal dari 

Laporan Realisasi APBD.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal 

memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara positif, tetapi Dana 

Perimbangan tidak memiliki dampak yang signifikan. Partisipasi masyarakat dapat 

mengontrol hubungan antara variabel independen dan kinerja finansial. Pemerintah 

daerah harus meningkatkan PAD, mengoptimalkan alokasi belanja modal, dan 

memanfaatkan Dana Perimbangan secara transparan, menurut penelitian ini. 

Pengelolaan keuangan yang lebih baik memerlukan partisipasi masyarakat yang 

lebih besar dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran. 
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ABSTRACT 

 

Addini Fitri Fadilah, 2025, THESIS. Title: “The Effect of Own Source Revenue, 

Capital Expenditure, and Balancing Funds on Local Government 

Financial Performance in Indonesia with Community Participation 

as a Moderating Variable” 

Supervisor : Sri Andriani, M.Si 

Keywords : Local Own Revenue, Capital Expenditure, Balance Fund, Financial 

Performance, Public Participation. 

Community Participation as a moderating variable, this study investigates 

the effect of Regional Original Revenue (PAD), Capital Expenditure, and 

Balancing Funds on Local Government Financial Performance in Indonesia. This 

study uses a quantitative approach with panel data analysis covering 31 Indonesian 

provinces during 2019-2023. The data used comes from the APBD Realization 

Report. 

The results show that PAD and Capital Expenditure positively affect local 

government financial performance, but Balancing Funds have no significant 

impact. Community participation can control the relationship between the 

independent variables and financial performance. Local governments should 

increase PAD, optimize capital expenditure allocations, and make transparent use 

of Balancing Funds, according to this study. Better financial management requires 

greater public participation in budget planning, monitoring and evaluation. 
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 الخلاصة

 
الإيرادات تأثير” :العنوان .إندونيسيا في والاقتصادية الاجتماعية البحوث معهد ،2025 فضيله، فتري أديني  

في المحلية للحكومات المالي الأداء على الأموال وموازنة الرأسمالية والنفقات الخاصة المصادر من  

معتدل كمتغير المحلي المجتمع مشاركة مع إندونيسيا “ 

س.م أندرياني، سري المشرف  

والمشاركة المالي، والأداء الموازنة، وصندوق الرأسمالية، والنفقات المحلية، الإيرادات :المفتاحية الكلمات  

 .المجتمعية

المحلية  الإيرادات تأثير في  الدراسة  هذه وتبحث معتدل، كمتغير المجتمعية المشاركة تأثير الدراسة  هذه تتحرى  

هذه  تستخدم .إندونيسيا في  المحلية للحكومة المالي الأداء على  الأموال وموازنة الرأسمالية والنفقات الأصلية  

2023-2019 الفترة خلال إندونيسية مقاطعة 31 تغطي التي  اللوحة  بيانات تحليل مع كميًا نهجًا الدراسة . 

الهادئ والمحيط آسيا في والاجتماعية الاقتصادية التنمية تحقيق رتقري من مأخوذة المستخدمة البيانات  

المالي  الأداء على  إيجابي بشكل يؤثران الرأسمالي والإنفاق الزراعية  التنمية برنامج أن النتائج تظُهر  

في  تتحكم أن المجتمعية للمشاركة يمكن .كبير  تأثير أي الموازنة لصناديق ليس ولكن المحلية، للحكومات  

مخصصات زيادة المحلية للحكومات  ينبغي الدراسة، لهذه وفقًا .المالي والأداء المستقلة المتغيرات  بين علاقةال  

الإدارة تتطلب .بشفافية الموازنة  صندوق واستخدام الرأسمالية  النفقات مخصصات وتحسين الرأسمالي الإنفاق  

وتقييمها هاومراقبت الموازنة تخطيط في أكبر عامة مشاركة الأفضل المالية . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses pembangunan ekonomi dimulai dari meletakkan fondasi 

yang kuat di atas kebijakan ekonomi yang baik. Kebijakan ekonomi yang 

baik pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi 

inefisiensi dalam system dan dengan demikian memperbaiki keadaan 

masyarakat secara keseluruhan (Andjarwati et al., 2021). Pemerintah 

memiliki peran penting dalam kemajauan daerah mengacu pada aturan UU 

Nomor 32 Tahun 2004 berikutnya terjadi perubahan menjadi Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014. Amandemen itu dimaksudkan guna 

mendukung terwujudnya hasil guna serta daya guna penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan memiliki manfaat yang optimal 

dalam mensejahterakan masyarakat serta memperkuat koordinasi dalam 

berbagai elemen dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah dengan 

Pemerintah Pusat, yang mana sebuah wujud pengukurannya adalah kinerja 

keuangan daerah (Arsallya et al., 2021). Pelaksanaan pengaturan anggaran 

daerah didukung oleh sebuah jaringan yang terpadu dan terstruktur dengan 

baik serta dibangun berdasarkan pedoman yang disediakan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Andjarwati et al., 2021). 

Sebagian  besar sistem pengelolaan keuangan di tingkat daerah dijalankan 

dengan pendekatan kinerja yang berorientasi dalam output (Korompot & 

Warongan, 2017).  

Kinerja dapat dipahami sebagai deskripsi mengenai hasil yang 

didapat pada pelaksanaan suatu program maupun aktivitas, serta strategi 

dan kebijakan yang diterapkan guna mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan 

misi dalam sebuah organisasi. Kapabilitas fiskal adalah suuatu Evaluasi 

performa yang mengacu pada indikator ekonomi. Keberihasilan 

pengelolaan keuagan oleh pemerintah daerah dapat diartikan sebagai acuan 
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atau indikator yang digunakan oleh suatu daerah untuk menilai 

kemampuannya dalam mengelola keuangan secara efektif dan tepat. 

(Simamora & Budiwitjaksono, 2022). Penilaian terhadap kinerja keuangan 

dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pencapaian masa lampau 

melalui berbagai metode analisis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran posisi keuangan yang mencerminkan kondisi nyata suatu entitas, 

serta mengidentifikasi potensi kinerja yang dapat berlanjut ke depannya 

(Nugroho, 2012). 

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menggunakan 

dana dari APBD, sehingga perlu ada pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, konsep pengukuran kinerja juga 

perlu diterapkan (Andriani, 2012). Konsep value for money pada 

pengelolaan organisasi sektor publik memfokuskan dalam “3 elmen utama: 

ekonomis, efisiensi, serta effektivitas” (Mardiasmo, 2009). Meningkatkan 

efisiensi pelayanan publik, memastikan tercapainya tujuan yang 

ditetapkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan 

kesadaran penggunaan dana publik sebagai landasan akuntabilitas publik 

merupakan keuntungan dari nilai uang (Nahdia & Sugiartono, 2023). Agar 

dapat menerapkan value for money, maka harus terpenuhi tujuan-tujuan 

berikut: ekonomi (hemat-hati-hati), alokasi sumber daya dan efisiensi 

pengadaan (efektif), dan maksimalisasi hasil (maksimalisasi laba, 

minimalisasi biaya), serta pencapaian tujuan dan target yang efektif (Karina 

& Ramadhani, 2022).  

Kemajuan dan pertumbuhan suatu wilayah bergantung pada sejauh 

mana wilayah tersebut mampu meningkatkan PAD (Machmud & Radjak, 

2018). Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting bagi negara 

berkembang, karena mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah. 

Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemajuan pembangunan dan 

peningkatan independensi keuangan dari pemerintah pusat, dengan 

kepatuhan terhadap regulasi seperti SAP sebagai indikatornya. Manajemen 

keuangan yang efektif dijadikan harapan untuk bisa terwujud di pemerintah 
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daerah sebagai upaya guna mendorong pertumbuhan serta kemajuan daerah 

tersebut (Ardelia et al., 2022). Nasib suatu daerah sangat dipengaruhi oleh 

kinerja keuangan pemerintahan daerahnya. Bergantung pada seberapa baik 

suatu daerah mengelola uangnya, daerah tersebut dapat menjadi kuat dan 

berpotensi besar (Nuraafiyah & Abdullah, 2021).  

Daerah membutuhkan evaluasi dalam menilai apakah pengelolaan 

keuangan telah dilaksanakan dengan efisien serta efektif. Penilaian ini 

Diterapkan pada pengaturan finansial regional yang sebagai instrumen 

kebijakan pemerintah diharapkan mampu mencerminkan kinerja yang 

optimal. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai secara internal dan 

menggerakkan roda perekonomian, agar dapat diharapkan menciptakan 

efek domino yang positif (Korompot & Warongan, 2017). Dalam Undang-

Undang Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pasal 3 menyatakan 

bahwa pengelolaan keuagan daerah harus diimplementasikan dengan 

transparan, terorganisir, berkomitmen, dan sesuai dengan regulasi. Selain 

itu, pengelolaan tersebut juga perlu dilakukan secara efisien dengan 

mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, kepentingan masyarakat, 

prinsip keadilan, serta pemerataan. Pengelolaan keuangan daerah di 

Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk 

ketergantungan pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, seperti 

“Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana 

Bagi Hasil (DBH)”. Ketergantungan ini dapat menghambat upaya daerah 

guna meningkatkan PAD seta kemandirian fiskal (Lembaga 

Pengembangan dan Konsultasi Nasional, 2023; Nurkhayat et al., 2018). 

Selain itu, ketidakpastian dalam jumlah dan waktu pencairan dana dapat 

mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 

Kesenjangan fiskal antar daerah juga masih menjadi masalah, dengan 

beberapa daerah kesulitan mencapai tingkat pelayanan publik yang setara. 

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah 

satu pilar utama dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. 
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Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas 

antarwilayah tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan 

ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran krusial 

dalam mewujudkan pembangunan ini melalui pengelolaan keuangan yang 

efektif dan efisien. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi belanja 

modal yang direncanakan mengalami tantangan yang signifikan. 

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah penurunan realisasi 

belanja modal pemerintah. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, pada 

semester I tahun 2019, realisasi belanja modal pemerintah Indonesia 

mengalami penurunan sebesar 15 persen dibandingkan dengan periode 

yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai 

faktor, termasuk proses administrasi yang kompleks dan keterlambatan 

pencairan anggaran. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya berbagai 

proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan serta 

berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah (Rika, 2019). 

Penurunan realisasi belanja modal ini mempunyai dampak yang luas 

berkaitan dengan hasil keuangan pemerintah lokal. Infrastruktur yang 

kurang memadai akibat penurunan belanja modal dapat menghambat 

aktivitas ekonomi dan menurunkan pendapatan asli daerah (PAD). Di 

samping itu, “BM” yang tidak optimal juga berdampak pada dana 

perimbangan yang diberikan untuk daerah-daerah. Dana periimbangan 

yang berkurang mengakibatkan daerah kesulitan dalam membiayai proyek-

proyek pembangunan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Ketidakmampuan daerah dalam merealisasikan belanja modal ini 

menunjukkan terdapat masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga 

terpengaruh karena keterbatasan dana yang tersedia untuk melibatkan 

mereka secara aktif. Masyarakat yang seharusnya dapat berperan sebagai 

pengawas dan pelaku dalam pembangunan menjadi terbatas dalam 

partisipasinya. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam 
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memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan Selaras dengan harapan 

dan kebutuhan masyarakat setempat, serta meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas penggunaan dana. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang dihasilkan 

oleh sebagian daerah dan dipungut berdsarkan kebijakan yang diatur dalam 

regulasi daerah yang selaras aturan hukum yang berlaku (Digdowiseiso et 

al., 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni elemen penting yaang 

mendukung kemandirian suatu wilayah. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 

pasal 1 ayat 20, PAD mencakup pemasukan dari pajakk dan retribusi 

daerah yang dipungut oleh otoritas memiliki kewenangan. Pendapatan Asli 

Daerah yakni sebuah rujukan pemasukan daerah yang memiliki peran vital 

dalam mendukung pembangunan. Sumber ini berasal dari potensi 

pendapatan daerah yang dioptimalkan serta dikelola secara mandiri oleh 

pemerintah daerah sejalan pada ketentuan hukum yang berlaku 

(Digdowiseiso et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 mengenai alokasi dana antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak derah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan aset daerah, serta pendapatan lain yag sah. Dengan 

demikan, kemampuan suatu wilayah dalam mengoptimalkan PAD akan 

memengaruhi kemajuan serta pmbangunan wilayah itu (Andjarwati et al., 

2021). Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, semakin berkurang 

keterikatan terhadap subsidi dari pemerintah pusat. PAD punya kontribusi 

utama bagi pemerintah daerah karena bisa digunakan sesuai kebutuhan 

untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (Darwanis & Saputra, 2014). “PAD” mengalami peningkatan 

signifikan, terutama melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah, 

menunjukkan upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan 

kemandirian fiskal (Nafiah & Evita Dyah Wardhani, 2023). Belanja Modal 

juga meningkat, terutama digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan 

pelayanan publik (Afirman et al., 2023) 

https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
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Pertumbuhan serta pembangunan sebuah daerah sangat ditentukan 

oleh kapasitas suatu wilayah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Semakin besar kontribusi PAD trhadap (APBD), makin kecil 

tergantungan fiskal pemerintah daerah pad pemerintah pusat. Hal ini 

mencerminkan tingkat kemandirian daerah, yang menjadi prinsip daasar 

dalam pengelolaan keuangan yang maksimal (Machmud & Radjak, 2018). 

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemakmuran suatu 

wilayah. Melalui PAD yang tinggi dan pengelolaan yng baik, pemerintah 

daerah dapat meningkatkan dan memenuhi pelayanan kepada 

masyarakatnya (Chaerani & Firmansyah, 2024). Pengukuran kinerja 

keuangan melibatkan tiga rasio utama, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, 

dan efisiensi (Ayu, 2018). PAD ialah salah satu faktor yang mepengaruhi 

kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD bisa dpakai sebagai indikator 

guna menilai kinerja dan kemandirian suatu daerah untk mengelola 

keuangan (Simamora & Budiwitjaksono, 2022). Jika PAD suatu daerah 

dapat meningkatkan penerimaan belanja daerah secara signifikan, maka 

dapat dikatakan cukup maju dan sejahtera secara ekonomi, begitu pula 

sebaliknya (Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus, 2023). Peningkatan 

pendapatan di suatu kawasan memberikan peluang lebih besar untuk 

memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat 

(Mamuka et al., 2019). Kinerja keuangan suatu daerah mencerminkan 

sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola potensi wilayahnya, 

khususnya dalam mengoptimalkan perolehan dan distribusi Pendapatan 

Asli Daerah (Apridiyanti, 2019).  

PAD dan BM memainkan peran penting dalam meningkatkan 

kinerja keuangan daerah. PAD, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, 

dan sumber pendapatan lainnya, membantu memaksimalkan kemandirian 

fiskal daerah, menurunkan ketergantungan pada transfer pusat, dan 

menyediakan dana yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lokal 

(Lathifa & Haryanto, 2019). Peningkatan PAD memungkinkan daerah 

untuk lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan program 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/25695/22866
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/25695/22866
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/25695/22866
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/25695/22866
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
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pembangunan yang selaras sama kebutuhan masyarakat setempat. 

Sementara itu, Belanja Modal yang dipakai bagi pembangunan 

infrastruktur dan pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan 

fasilitas kesehatan, berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat dan daya saing daerah (Karlinda et al., 2021).  

Investasi dalam belanja modal juga dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi swasta 

(Lathifa & Haryanto, 2019). Dengan demikian, kombinasi peningkatan 

PAD dan alokasi belanja modal yang optimal bisa memperkuat kinerja 

keuangan daerah secara keseluruhan, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Karlinda et al., 

2021). Beberapa studi terdahulu seperti yang diproses (Ardelia et al., 2022) 

menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang 

positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut (Thalib & 

Ekaningtias, 2019) dalam studi bahwa Besarnya Pendapatan Asli Daerah 

memiliki dampak yang kurang menguntungkan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah, dimana semakin naik pendapatan asli daerah yang 

dihasilkan, maka makin rendah nilai kinerja keuangan pemerintah daerah 

mencerminkan tingkatan efisiensi kinerja keuangan yang semakin baik. 

Besarnya penghasilan yang diperoleh manajemen pemerintah daerah punya 

pengaruh terhaadap kinerja keuangan pemerintah daerah. ketidaksamaan 

lain, yakni dari penelitian (Azhar, 2021; Rustiyani & Irene Sukma Lestari 

Barus, 2023) yang mengutarakan bahwa “pad” tidak memiliki dampak 

terhadap kinerja keuangan. 

Belanja modal menjadi salah satu ukuran produktivitas dalam 

pemanfaatan anggaran oleh pemerintah daerah (Digdowiseiso et al., 2022). 

Belanja modal ialah pengeluaran pemerintah daerah untuk aset tetap yyang 

manfaatnya berlangsung lama anggaran dan digunakan untuk 

pembangunan daerah, menambah aset sesuai kebutuhan masyarakat. 

Peningkatan belanja modal berdampak pada masa depan dengan 

meningkatkan prodktivitas masyarakat serta menarik investor (Arsallya et 

https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/25695/22866
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/25695/22866
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351756506_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DANA_PERIMBANGAN_BELANJA_MODAL_DAN_UKURAN_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH/fulltext/63864ebc6b39e338d42c2fd4/PENGARUH-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH-DANA-PERIMBANGAN-BELANJA-MODAL-DAN-UKURAN-PEMERINTAH-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH.pdf
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al., 2021). Belanja modal digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu 

tahun atau lebih untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah (Zein & 

Septiani, 2024). Pesatnya pembangunan melalui penggunaan alokasi 

belanja modal diantisipasi. dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam 

pembiayaan, terutama di bidang keuangan. Pesatnya pertumbuhan 

pembangunan yang berasal dari alokasi belanja modal diharapkan mampu 

meningkatkan kemandirian wilayah dalam mendanai berbagai 

aktivitasnya, khususnya di bidang keuangan (Darwanis & Saputra, 2014).  

Belanja adalah faktor penting bagi masyarakat untuk mencapai 

kemakmuran. Di sisi lain, pendapatan menjadi kunci dalam pengelolaan, 

yang dapat bersumber dari potensi daerah yang kaya. Kebanyakan 

pengeluaran diperuntukkan untuk belanja modal sebab berdampak pada 

kemajuan ekonomi daerah dan berkontribusi signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pengeluaran ini penting karena 

alokasi anggaran daerah disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan 

masyarakat, memperkuat prospek pertumbuhan melalui penggunaan modal 

yang efisien. Faktor penentu utama dari anggaran daerah alokasi belanja 

modal adalah rasio ketergantungan dan efektivitas dan efisiensi Pendapatan 

Asli Daerah (Andjarwati et al., 2021). Kinerja keuangan yang baik di 

tingkat daerah dapat mempengaruhi porsi belanja modal untuk sumber 

daya publik (Riswan & Anthony Affandi, 2014). Kinerja keuangan 

pemeritah daerah bisa dipengaruhi belanja modal, menurut (Digdowiseiso 

et al., 2022; Lathifa & Haryanto, 2019) maka Belanja modal pengaruhi 

positif terhadap kinerja keuangan pemerintah darah. Selain itu, (Thalib & 

Ekaningtias, 2019) menyatakan bilamana besar kecilnya belanja modal 

tidak berpengaruh atas kinerja keuangan pmerintah daerah. 

Dana perimbangan yakni dana yang didistribusikan dari pemerintah 

pusat ke daerah yang hendak digunakan guna membiayai tindakan daerah 

itu supaya tercapai sasaran pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dan mutu pelayanan (Andaresta et al., 2021). Dana 

perimbangan berfungsi sebagai tambahan anggaran untuk pengurangan 
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ketimpangan pembiayaan pada pemerintah pusat serta daerah, serta 

diantara berbagai wilayah (Wahyudin & Hastuti, 2020). Dana perimbangan 

terdapat “Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta 

Dana Bagi Hasil (DBH)” (S. P. Putri & Ratnawati, 2023). Kemampuan 

setiap wilayah dalam menjalankan & mewujudkan kemandirian wilayah 

memungkinkan dievaluasi melalui ukuran keberhasilan keuangan yang 

dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah (S. P. Putri & 

Ratnawati, 2023).  

Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus ialah bgian integral 

lewat APBD, baik di jenjang Provinsi, Kota, ataupun Kabupaten, yang 

berasal darii dana perimbangan (Machmud & Radjak, 2018). Pemerintah 

dapat memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sarana untuk 

meningkatkan perekonomian daerah. DAU berperan dalam pemerataan 

keuangan antardaerah & digunakan bagi mendanai kebutuhan belanja 

pemerintah daerah terkait pelaksanaan desentralisasi (Simamora & 

Budiwitjaksono, 2022). Pendanaan ini diperoleh dari penerimaan APBN 

yang ditujukan untuk memastikan distribusi keuangan yang merata 

antarwilayah, sehubungan beserta pelaksanaan distribusi wewenang dan 

pengalokasian dana guna memenuhi kebutuhan daerah (B. I. Sari & 

Halmawati, 2021). Manajemen pengeluaran yang efektif menghasilkan 

nilai ekonomi yang optimal dan mempermudah proses evaluasi mengenai 

performa finansial pemeritah daerah secara lebih baik (Nauw & Riharjo 

Ikhsan Budi, 2021).  

Dana Perimbangan, yang mencakup  DAU DAK terus meningkat 

sehingga menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah (Nafiah & 

Evita Dyah Wardhani, 2023). Kinerja fiskal daerah menunjukkan 

perbaikan dengan peningkatan realisasi pendapatan dan belanja, serta 

beberapa provinsi mencapai surplus anggaran. Tantangan utama adalah 

ketergantungan pada transfer pusat dan fluktuasi pendapatan dari sektor 

tertentu, sementara peluang peningkatan kinerja termasuk diversifikasi 

https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/LPEFD_Edisi_XL___Agustus_2023_fin.pdf
https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/LPEFD_Edisi_XL___Agustus_2023_fin.pdf
https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/LPEFD_Edisi_XL___Agustus_2023_fin.pdf
https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
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sumber pendapatan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan 

daerah (Afirman et al., 2023; Nafiah & Evita Dyah Wardhani, 2023). 

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal, Dana Perimbangan 

juga pengaruhi hasil finansial pemrintah daerah. (Ardelia et al., 2022; 

Thalib & Ekaningtias, 2019) menunjukkan Dana Perimbangan mempunyai 

kaitan negatif serta dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana 

kenaikan dana perimbangan yng diberi oleh pemerintah pusat, sehingga 

kian rendah nilai kinerja keuangan pemerintah daerah yaang menyatakan 

level kinerja keuangan yang semakin baik. Penyaluran dana perimbangan 

pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah berfungsi guna menutupi dan 

mengurangi ketimpangan anggaran, sehingga bisa digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk menjalankan operasi bisnis guna meningkatkan 

kinerja keuangan mereka. Perolehan penelitian lain dari (Nauw & Riharjo 

Ikhsan Budi, 2021; Yuliawati et al., 2024) menyatakan jika Dana 

perimbangan tiidak memberikan dampak pada kinerja keungan pemerintah 

daerah. Kondisi ini terbukti melalui asumsi bahwasannya pengelolaan dana 

perimbangan oeh pemerintah draerah belum menjadi faktor penentu dalam 

kinerja keuangan mereka. 

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan aktif warga dalam 

aktivitas pemerintahan, yang berkontribusi pada evaluasi dan pengawasan 

kinerja pemerintah serta mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. 

(Putra & Rasmini, 2019). Hasil penelitian yang lain (Yunita & Rasmini, 

2018) menunjukkan partisipasi masyarakat perkuat pengaruh pendapatan 

asli daerah ke KK pemerintah derah, partisipasi masyarakat menguatkan 

pengaruh dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 

partisipasi masyarakat mendukung dampak belanja modal dalam efisiensi 

keuangan daerah. Akan tetapi, hasil lain dari (Maulida’arifina, 2024) 

menyatakan keterlibatan masyarakat dapat berfungsi sebagai moderasi 

yang melemahkan dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja 

keuangan pemerintah. Namun, keterlibatan masyarakat tidk memiliki 

https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html
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pengaruh moderasi mengenai kaitan antara belanja modal & kinerja 

keuangan. 

Studi mengenai faktor-faktor yang memberi pengaruh kinerja 

keuangan pemerintah daerah adalah topik yang menarik dalam 

dieksplorasi, dikarenakan aspek keuangan sering kali dianggap sensitif dan 

memerlukan analisis mendalam. Studi yang telah dilaksanakan (Ardelia et 

al., 2022) dalam ngukur variabel kinerja keuangan memakai 3 rasio, yaitu 

“rasio kemandirian, ketergantungan, serta desentralisasi”. Penelitian 

(Mulyani & Wibowo, 2017) menggunakan menggunakan rasio efisiensi 

untuk menghitung kinerja keuangan. Sedangkan, penelitian lain dari (Zein 

& Septiani, 2024) kinerja keuangan diuji melalui rasio kemandirian, 

efektivitas, desentralisasi fiskal, dan ketergantungan. Sedangkan, dalam 

variabel itu peneliti menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah bisa 

dilaksanakan dengan memanfaatkan rasio efisiensi. Efisiensi juga 

berhubungan pada biaya yang muncul untuk melaksanakan kegiatan 

industri (Bakhitah & Ryandono, 2020).  

Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan variabel 

moderasi partisipasi masyarakat. Penambahan variabel partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderasi memberikan kontribusi tambahan, 

di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan 

berpotensi memperkuat dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan 

melalui kontrol sosial, keterbukaan dan tanggung jawab, sehingga 

mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih responsif dan 

bertanggung jawab. Kemudian, Keterlibatan masyarakat mencerminkan 

kontribusi mereka dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan 

negara, yang diwujudkan melalui pembayaran pajak. Seiring meningkatnya 

penerimaan pajak dari masyarakat, semakin besar pula peran serta mereka 

dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Yunita & 

Rasmini, 2018). Penelitian ini melibatkan seluruh wilayah Indonesia untuk 

menangkap kompleksitas yang lebih luas, berbeda dengan observasi 
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terdahulu yang biasanya hanya berfokus pada salah satu wilayah provinsi, 

kabupaten, atau kota. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga akan dilakukan 

observasi dalam judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja 

Modal, dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel 

Moderasi”.   

1.2 Rumusan Masalah  

Merujuk latar belakang yang sudah dijelaskan, sehingga kerangka 

masalahnya sebagaimana dirinci: 

1) Apakah Pendapatan Asli Dearah berdampak pada kinrja 

keuangan?” 

2) Apakah Belanja Modal berdampak pada kineja keuangan?” 

3) Apakah Dana Perimbangan berdampak pada kinerja keuangan?” 

4) Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi dampak Pendapatan 

Asli Daerah pada kinerja keuanagn?” 

5) Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi dampak Belanja 

Modal pada kinerja keuangan?” 

6) Apakah Partisipasi Masyarakat memoderasi dampak Dana 

Perimbangan pada kinerja keuangan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dari riset ini meliputi: 

1) Untuk Mengetahui Dampak Pendapatan Asli Daerah pada Kinerja 

Keuangan 

2) Untuk Mengetahui Dampak Belanja Modal pada Kinerja Keuangan 

3) Untuk mengetahui Dampak Dana Perimbangan pada Kinerja 

Keuangan 

4) Untuk mengetahui Dampak Partisipasi masyarakat untuk 

memoderasi Pendapatan Asli Daerah pada kinerja keuangan 

5) Untuk mengetahui Dampak Partisipasi masyarakat untuk 

memoderasi Belanja Modal pada kinerja keuangan 
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6) Untuk mengetahui Dampak Partisipasi masyarakat untuk 

memoderasi Dana Perimbangan pada kinerja keuangan 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Studi berikut bias memperbanyak literatur terkait pengelolaan 

keuangan daerah, terkhususnya dalam konteks Indonesia. Ini 

membantu memahami bagaimana variabel seperti Pendapatan Asli 

Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, & Partisipasi 

Masyarakat sebagai variabel moderasi, berpengaruh “terhadap” 

evaluasi keuangan daerah. 

2) Studi ini menyerahkan kontribusi pada “pengembangan” metode 

Value for Money dlam evaluasi kinerja keuangan pemerintah 

daerah, dengan penekanan paada efektivitas dalam penggunaan 

sumber daya publik, serta peran moderasi partisipasi masyarakat 

dalam memperkuat hubungan antara variabel- variabel tersebut. 

3) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas 

desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan melihat bagaimana 

otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan berdampak pada 

kinerja keuangan, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat 

memoderasi dampak ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan observasi berikut 

untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran, dengan fokus 

pada optimalisasi PAD, alokasi belanja modal yang efektif, 

pemanfaatan dana perimbangan secara efisien, serta peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

2) Temuan pada observasi berikut bisa dijadikan pedoman oleh para 

pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik 

terkait pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan 

peran penting partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kinerja 

keuangan dan pelayanan publik. 
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3) Pemerintah daerah dapat menggunakan teknik Value for Money 

yang diusulkan dalam observasi berikut dalam mengevaluasi 

kinerja keuangan mereka secara lebih komprehensif, dengan 

mempertimbangkan variabel moderasi partisipasi masyarakat, 

sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan 

dan meningkatkan akuntabilitas. 

4) Dengan penerapan metode Value for Money dan peningkatan 

partisipasi masyarakat, pemerintah daerah bisa meningkatkan 

keterbukaan dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, yang 

pada gilirannya dapat menaikkan kepercayaan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun Batasan observasi berikut terletak dalam Wilayah Provinsi 

di Indonesia yang menyajikan Data Laporan Realisasi APBD di Web 

“Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan” 

periode 2019-2023. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Studi mendatang akan sangat terbantu oleh panduan dan dasar yang 

telah disediakan oleh studi-studi terdahulu, yang bisa mempermudah 

penulis dalam merancang kerangka konseptual terhadap investigasi yang 

direncanakan. Studi-studi sebelumnya yang relevan pada topik observasi 

berikut meliputi: 

Tabel 2.1 

Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

1. Faiz 

Zamzami 

Fuad 

Rakhman 

 

(2023) 

 

“Determinan

ts of Local 

Government 

Financial 

Performance 

in Indonesia” 

1. Variabel 

Bebas 

(Independen): 

• X1: Ukuran 

Daerah 

• X2: Belanja 

Modal 

• X3: 

Kualitas 

Pelaporan 

keuangan 

• X4: 

Rekomenda

si Audit 

• X5: 

Masalah 

Cakrawala 

1. Metode 

kuantitatif  

2. Penelitian 

ini 

menggunaka

n data panel 

yang 

mencakup 

observasi 

dari berbagai 

pemerintah 

daerah di 

Indonesia 

3. Studi ini 

memakai 

data panel 

yang 

mencakup 

observasi 

1. “Hasil 

analisis 

menunjukka

n jika 

ukuran 

pemerintah 

daerah serta 

kualitas 

laporan 

keuangan 

dampak 

positif pada 

kinerja 

keuangan. 

Sebaliknya, 

bm dapat 

berhubunga

n negatif 

dengan 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

2. Variabel 

Terikat 

(Dependen): 

• Y: Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

selama 

periode 

tertentu 

(misalnya, 

dari 2012 

hingga 

2019) untuk 

memberikan 

gambaran 

yang lebih 

komprehensi

f mengenai 

kinerja 

keuangan. 

kinerja 

keuangan 

2. Ini berarti 

bahwa 

meskipun 

pengeluaran 

modal 

penting 

untuk 

pembanguna

n 

infrastruktur

, efisiensi 

dalam 

penggunaan 

sumber daya 

juga sangat 

penting 

untuk 

meningkatk

an 

pendapatan l

ocal”. 

2. “Ika Novita 

Ardelia 

Hilda 

Kumala 

Wulandari 

Yenny 

Ernitawati 

Dumadi” 

 

(2022) 

 

“Pengaruh 

Pendapatan 

3. Variabel 

Bebas 

(Independen): 

• X1: 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

• X2: Belanja 

Modal 

• X3: Dana 

Perimbanga

n 

1. Metode 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

empiris 

2. Menggunaka

n Regresi 

Linear 

Berganda 

3. Data yag 

digunakan 

adalah data 

sekunder 

1. “Penghasila

n Asli 

Daerah 

mempunyai 

pengaruh 

pada kinerja 

keuangan 

pemrintah 

daerah. 

2. Belanja 

modal tidak 

berdampak 

pada kinerja 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

Asli Daerah, 

Belanja 

Modal, Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

(Studi 

Empiris 

Kabupaten 

dan Kota Se-

Eks 

Karesidenan 

Pekalongan 

Periode 2016 

– 2020)” 

 

4. Variabel 

Terikat 

(Dependen): 

5. Y: Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

berupa lpran 

realisasi 

APBD dari 

tahun 2016 

hingga 2020, 

Kota dan 

Kabupaten 

di eks 

Karesidenan 

Pekalongan. 

4. Pengolahan 

data 

dilakukan 

menggunaka

n SPSS versi 

25. 

5. Uji yang 

Dilakukan: 

Pengujian F 

(Simultan), 

Pengujian 

Koefisien 

Determinasi 

(Adjusted R 

Square), 

Pengujiam 

Signifikansi 

Parsial 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

3. Dana 

perimbanga

n 

berdaampak 

dalam 

kinerja 

keuanagan. 

4. Hubungan 

secara 

bersamaan 

pada 

Penghasilan 

Asli Daerah, 

belanja 

modal, serta 

dana 

perimbanga

n pad 

kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah”. 

3. Winanda 

Chyntia 

Simamora 

Gideon 

Setyo 

Budiwitjakso

no 

 

1. Variabel 

Independen: 

• Pendapatan 

Asli Daerah 

• Dana 

Alokasi 

Umum 

1. Metode 

kuantitatif 

2. Analisis 

Data 

Sekunder 

6. Analisis data 

menggunaka

n deskriptif, 

1. “Dampak 

penghasilan 

asli daerah 

serta 

belanja 

modal 

terhadap 

kinerja 



18 
 

 
 

N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

(2022) 

 

“Analisis 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD), Dana 

Alokasi 

Umum dan 

Belanja 

Modal 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Pada 

Kabupaten/K

ota di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara Tahun 

2018-2020” 

• Belanja 

Modal 

2. Variabel 

Dependen: 

6. Kinerja 

Keuangan 

pengujian 

asumsi 

klasik, 

pengujian 

regresi linear 

berganda, 

pengujian F 

(simultan), 

pengujian t 

(parsial), & 

pengujian 

koefisien 

determinasi.  

finansial 

Pemda 

sedngkan 

dana 

alokasi 

umum tidak 

memberika

n 

pengaruhny

a pada 

kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah”. 

4.  Maharani 

Artga 

Khrisnadewi 

Prapties 

 

(2022) 

 

“Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Belanja 

Modal dan 

Belanja 

Pegawai 

Terhadap 

1. Variabel 

Independen: 

• Pengaruh 

Penghasilan 

Asli Daerah 

• Belanja 

Modal 

• Belanja 

Pegawai 

2. Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

1. Kajian 

statistik 

deskriptif 

2. Data 

sekunder 

pada 

Laporan 

Realisasi 

APBD 

3. Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 

“Pendapatan 

asli daerah 

(PAD) 

berdampak 

pada kinerja 

keuangan 

Pemerintah 

Daerah. 

Belanja modal 

berdampak 

pada kinerja 

keuangan. Bp 

tidak memiliki 

dampak 

terhadap kinrja 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

(Studi Kasus 

Pada 

Pemerintah 

Kabupaten/K

ota di Jawa 

Tengah 

Tahun 2013 

s/d 2016)” 

keuangan 

pemerintah 

daerah”. 

5. “Tri 

Andjarwati 

Endah 

Budiarti 

Pramita 

Studiviany 

Soemadijo 

Muhammad 

Yasin” 

 

(2021) 

 

“Analysis of 

Local Own 

Revenue and 

Balancing 

Funds on the 

Financial 

Performance 

of Districts 

and Cities in 

the Region of 

East Java 

Province” 

1. Variabel 

Independen: 

• Penghasilan 

Asli Daerah 

• Dana 

Perimbanga

n 

2. Variabel 

Dependen: 

• Kinerja 

Keuangan 

1. Metode 

kuantitatif 

dan 

kualitatif 

dengan 

19aria pada 

analisis 

kuantitatif. 

2. Analisis 

data 

menggunak

an Regresi 

Kuadrat 

Terkecil 

Parsial 

(Partial 

Least 

Squares/PL

S). 

3. Penelitian 

ini 

menggunak

an t-statistik 

untuk 

Dampak 

penghasilan 

asli daerah 

serta belanja 

modal 

terhadap 

kinerja 

finansial 

Pemda namun 

dana alokasi 

umum tidak 

beri pengaruh 

pada kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah”. 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

 menilai 

signifikansi 

hubungan 

antar 

variabel. 

6. Putu Venny 

Yunita 

Ni Ketut 

Rasmini 

 

(2020) 

 

“Partisipasi 

Masyarakat 

Memoderasi 

Pengaruh 

PAD, Dana 

Perimbanga 

dan Belanja 

Modal pada 

Kinerja 

Keuangan” 

1. Variabel 

Independen: 

• Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

• Dana 

Perimbanga

n 

• Belanja 

Modal 

2. Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

3. Variabel 

Moderasi: 

3. Partisipasi 

Masyarakat 

1. Observasi 

berikut 

yaitu 

observasi 

kuantitatif 

dalam 

pendekatan 

asosiatif 

4. Analisis 

data 

dilakukan 

menggunak

an 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA). 

1. “Pendapata

n Asli 

Daerah 

serta 

Belanja 

Modal 

memiliki 

pengaruh 

positif 

dalam 

kinerja 

keuangan. 

2. Dana 

Perimbanga

n tidak 

memiliki 

dampak 

trhadap 

kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

3. Partisipasi 

Masyarakat 

emeprkuat 

dampak 

penghasilan 

Asli 

Daerah, 

Dana 

Perimbanga
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

n, serta 

Belanja 

Modal alam 

kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

Artinya, 

adanya 

ikutserta 

masyarakat 

dapat 

meningkatk

an 

efektivitas 

penggunaan 

dana-dana 

tersebut 

dalam 

meningkatk

an 

performa 

keuangan 

pemerintah 

daerah” 

7. Nuwun 

Priyono 

Ari Nurul 

Fatimah 

Yulida Army 

Nurcahya 

 

(2020) 

 

“Pengaruh 

PAD dan 

1. Variabel 

Independen: 

• Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

• Dana 

Perimbanga

n 

2. Variabel 

Dependen: 

1. Informasi 

yang 

dijadikan 

bahan 

dalam 

penelitian 

ini. adalah 

data 

sekunder 

2. Metode 

peneitian 

4. “DAU, 

serta DAK 

dengan 

parsial 

berpengaru

h dalam 

kinerja 

keuangan 

daerah, 

namun 

dengan 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

Dana 

Perimbangan 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Daerah dan 

sejahtera 

Masyarakat 

di Jawa 

Tengah” 

4. Kinerja 

Keuangan 

yang 

dipakai 

yaitu 

observasi 

menggunak

an model 

regresi 

linear 

berganda. 

3. Menggunak

an model 

Teknik 

analisis 

regresi 

berganda 

stimultan 

PAD, 

DBH, 

DAU,serta 

DAK 

berpengaru

h pada 

kinerja 

keuangan 

daerah. 

Hasil 

observasi 

yang lain 

menunjukk

an jika 

dengan 

parsial 

hanya 

terdapat 

dua 

22ariable 

PAD serta 

DAU yang 

berpengaru

h dalam 

level 

kesejahtera

an 

masyarakat. 

Namun itu 

dengan 

simultan 

22ariable 

PAD, 

DBH, DAU 

dan DAK 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

berpengaru

h pada 

tingkat 

kesejahtera

an 

masyarakat

”. 

8. Firmansyah 

Thalib 

Diah 

Ekaningtias 

 

(2019) 

 

“The Effect 

of Original 

LG Revenue, 

Balancing 

Fund, and 

Capital 

Expenditure 

on LG 

Financial 

Performance 

in Regencies 

in East Java 

Province” 

1. Variabel 

Independen: 

• Penghasilan 

Asli Daerah 

• Dana 

Perimbanga

n 

• Belanja 

Modal 

2. Variabel Y: 

• Kinerja 

Keuangan 

1. Data analisis 

dengan 

menggunaka

n Kajian 

Regresi 

Linier 

Berganda 

dalam SPSS 

23. Melalui 

tahap-tahap: 

Uji Statistik 

Deskriptif, 

Normalitas, 

Multikolinea

ritas, 

Autokorelasi

, 

Heteroskeds

tisitas, 

Pengujian 

Koefisien 

Determinasi 

(R2), 

Pengujian 

Statistik F 

(Anova), 

Pengujian 

Statistik T, 

Kajian 

“Penghasilan 

Asli Daerah 

serta Dana 

Perimbangan 

mempunyai 

dampak dalam 

kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah, 

sementara 

belanja modal 

tidk 

menunjukkan 

pengaruhnya 

untuk kinerja 

keuangan 

tersebut” 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

Regresi 

Linier 

Berganda. 

9. Pesi Suryani 

 

(2019) 

 

“Pengaruh 

Partisipsasi 

Publik, 

Akuntabilitas

, 

Transparansi 

dan 

Integritas 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Kabupaten 

Bengkulu 

Tengah” 

1. Variabel 

Independen: 

• Pengaruh 

Partisipsi 

Publik 

• Akuntabilit

as 

• Transpaansi 

• Integritas 

2. Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

Teknik 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

“Temuan dari 

observasi 

berikut 

mengindikasik

an bahwa 

partisipasi 

public, 

akuntabilitas, 

transparansi 

dan Identitas 

terdapat 

pengaruh yang 

menguntungka

n pada kinerja 

keuangan 

daerah 

Kabupaten 

Bengkulu 

Tengah”. 

1

0. 

Joice 

Machmud 

Lukfiah 

Irwan 

Radjak 

 

(2018) 

 

“Pendapatan 

Asli Daerah, 

Dana 

Alokasi 

Umum Dan 

Dana 

3. Variabel X: 

• Pendapatan 

Asli Daerah 

• Dana 

Alokasi 

Umum 

• Dana 

Alokasi 

Khusus 

4. Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

1. Pendekatan 

Penelitian 

Kuantitatif 

degan Alat 

Analisis 

Regresi 

Berganda, 

mancakup 

2. : Pengujian 

Parsial 

(Pengujian 

T), serta 

Pengujian 

Simultan 

“Berdasarkan 

hasil 

penelitian, 

secara parsial 

Variabel PAD 

(X1) tak 

menunjukkan 

dampak pada 

kinerja 

keuangan 

Kabupaten 

Gorontalo. 

Variabel DAU 

(X2) juga 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

Alokasi 

Khusus 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Gorontalo” 

(Pengujian 

F) 

3. Data 

Sekunder 

Internal 

Kuantitatif 

4. Teknik 

pengumpul

an data 

dengan 

Observasi 

dan 

Dokumenta

si 

 

tidak 

memberikan 

dampak dalam 

kinerja 

keuangan di 

wilayah 

tersebut. 

Namun, 

Variabel DAK 

(X3) 

mempunyai 

dampak pada 

kinerja 

keuangan 

Kabupaten 

Gorontalo. 

Dengan 

seluruhan, 

variabel-

variabel PAD, 

DAU, serta 

DAK dengan 

bersama-sama 

memengaruhi 

variabel 

dependen”. 

1

1. 

Sri Mulyani 

Hardiyanto 

Wibowo 

 

(2017) 

 

“Pengaruh 

Belanja 

Modal, 

Ukuran 

1. Variabel 

Independen: 

• Belanja 

Modal 

• Intergovern

mental 

Revenue 

• Ukuran 

Pemerintah 

Daerah 

1. Metode 

kuantitatif 

2. Teknik 

kajian 

Regresi 

Linier 

Berganda 

3. Teknik 

pengambil

an sampel 

“Belanja 

modal 

memiliki 

pengaruh 

positif dalam 

kinerja kk 

daerah 

kabupaten/kot

a di Provinsi 

Jawa Tengah. 
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N

o 

Nama, 

Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode & 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

Pemerintah 

Daerah, 

Intergovern

mental 

Revenue dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

(Kabupaten/ 

Kota Di 

Provinsi 

Jawa 

Tengah,Tahu

n 2012-

2015” 

• Penghasilan 

Asli Daerah 

2. Variabel 

Dependen: 

• Kinerja 

Keuangan 

pada 

observasi 

berikut 

mengguna

kan sensus 

Sementara itu, 

variabel 

intergovernme

ntal revenue, 

ukuran 

pemerintah 

daerah, erta 

penghasilan 

asli daerah 

menyatakan 

dampak yang 

bervariasi 

dalam kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah 

kabupaten/kot

a di kawasan 

tersebut”. 

 

 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Berlandaskan (M. C. Jensen & Meckling, 1976), kaitan keagenan 

yaitu kontrak pada prinsipal serta agen yang mencakup pedelegasian 

berkuasa pengambilan keputuusan terhadap agen. Agen, dalam hal ini 

manajer, bertanggung jawab secara moral guna memaaksimalkan 

keuntungan prinsipal, namun mereka juga memiliki kepentingan pribadi 

untuk meningkatkan kemakmuran pribadi mereka. Teori keagenan juga 

relevan untuk sektor publik. Pada negara demokratis, kaitan keagenan 

terjadi pada masyarakat (prinsipal) serta pemerintah (agen) / antra 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Teori keagenan mengkaji 

hubungan tara prinsipal, yang mendelegasikan A wewenang, & agen, yang 
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memiliki akses informasi berbeda (Dewata et al., 2021). Berlandaskan (R. 

A. R. Putri & Amanah, 2020) perbedaan informasi ini bisa menyebabkan 

penipuan atau korupsi oleh agen. Teori ini mengasumsikan bahwa untuk 

mengurangi potensi penipuan, akuntabilitas harus tersebar di berbagai 

daerah, meningkatkan efisiensi melalui checks and balances. Pemerintah 

daerah sebagai agen sadar akan kepentingan masyarakat, tetapi masyarakat 

mungkin tidak selalu percaya mereka bekerja demi kepentingan terbaik 

mereka. Umpan balik warga diharapkan mengurangi asimetri informasi 

dan menyeimbangkan responsibilitas antara daerah dan otoritas lokal. 

Menurut tori agensi, pemerintah daerah berperan sebagai ageen 

yang mewakili masyarakat sebagai prinsipal. Sebagai pihak yang 

dipercaya, agen bertanggung jawab dalam mengelola aset dengan tujuan 

meningkatkan pendapatan principal (Ardelia et al., 2022). Pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan sumber daya 

tambahan yang tersedia pada kabupaten khusus (Aulia & Rahmawaty, 

2020). Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan menunjukkan bahwa 

pemerintah sebagai agen perlu menetapkan strategi untuk memberikan 

pelayanan baik kepaada masyarakat sebgai prinsipal. Masyarakat, sebagai 

prinsipal, mengharapkan kiinerja yang baik dari pemerintah yang terwujud 

dalam dokumen keuangan serta kualitas pelayanan yang optimal. Kualitas 

laporan keuangan dan pelayanan ini tergantung pada pendekatan yang 

dijalankan oleh pemerintah. Jika pemerintah menunjukkan kinerja yang 

baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Thalib & 

Ekaningtias, 2019). 

2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan 

Keuangan serta Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja didefinisikan sebagai 

hasil maupun keluaran pada suatu aktivitas maupun rencana yang 

direncanakan maupun sudah dilaksanakan, mengacu pada pemakaian dana 

yang terukur dari segi kuantitas & kualitas. Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah yaitu gambaran level perolehan untuk pengolaan keuangan daerah, 
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mncakup aspek penghasilan serta belanja daerah, yang dievaluasi 

berdasarkan sistem keuangan yaang telah diatur melalui kebijakan atau 

peraturan perundang-undangan dalam masa alokasi anggaran tertentu 

(Thalib & Ekaningtias, 2019).  

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, sesuai apa aturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2, mengutamakan proses 

manajemen yang berkelanjutan dan terencana secara baik. Berikut karena 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, & pengawasan keuangan daerah 

diasumsikan sebagai satu kesatuan yang integral (Maulina et al., 2021). 

Kinerja pemerintahan daerah sangat terkait sama kinerja pengelolaan 

keuangannya (Wahyudin & Hastuti, 2020). Ungkapan berikut terkait pada 

yang disampaikan (Dewata et al., 2021), menyebutkan jika penilaian 

kinerja keuangan dilaksanakan melalui parameter keuangan selama 

periode tertentu. 

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah yakni sarana penghasilan pemerintah 

daerah yang berasall pada aktivitas ekonomi daerah ini sendiri (Thalib & 

Ekaningtias, 2019). Menurut UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 20, 

“PAD” yakni penhasilan daerah yang bersumber dari fajak, retribusi, 

pengelolaan aset derah yang terpisah, serta berbagai penghasilan asli 

daerah lainnya yang selaras dengan ketentuan hukum. Istilah ini mengacu 

pada peningkatan pendapatan yang diperoleh dari jenis-jenis tersebut 

(Ardelia et al., 2022). Pendapatan daerah ini diperoleh melalui optimalisasi 

arus kas daerah dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam 

meningkatkan layanan publik (Andjarwati et al., 2021).  

2.2.4 Belanja Modal 

Belanja modal yaitu biaya yang diarahkan dalam investasi 

produktif yang dinilai berdasarkan efektivitas pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatan local (Digdowiseiso et al., 2022). Belanja 

modal mengacu pada akuisisi aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah 

melalui pengeluaran anggaran (Wahyudin & Hastuti, 2020). Pengeluaran 
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modal meliputi pembelian aset jangka panjang serupa bangunan, tanah, 

peralatan, serta barang tidak berbentuk. Berikut merupakan bagian dari 

pengertian pengeluaran tersebut (Maulina et al., 2021). 

2.2.5 Dana Perimbangan 

Dana perimbangan yaitu pembiayaan daerah yang memberikan 

manfaat bagi masyarakat serta peningkatan kesuksesan (Andaresta et al., 

2021). Dana perimbangan yaitu kontributor utama bagi anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berasal dalam sumber 

penghasilan daerah. Peningkatan kinerja keuangan dapat dicapai oleh 

pemerintah daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik sejalan 

dengan peraturan daerah (Nugraha, 2019). Pendapatan yang mencakup 

pada dana perimbangan terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait 

Hubungan Keuangan pada otoritas nasional serta lokal yang tersusun atas: 

1. “Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu komponen dari TKD yang 

dialokasikan berlandaskan persentase tertentu dari penghasilan 

pada APBN serta kinerja terkait, yang ditujukan untuk daerah 

penghasil sebagai upaya pengurangan ketimpangan fiskal pada 

Pemerintah dan Daerah. Selain itu, DBH juga diberikan kepada 

daerah nonpenghasil untuk mengatasi pengaruh buruk eksternal 

dan/atau mendorong pemerataan pada suatu kawasan”. 

2. “Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu elemen pada TKD yang 

dialokasikan untuk mereduksi ketimpangan dlam kapasitas 

keuangan serta kualitas pelayanan publik antar wilayah”. 

3. “Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bagian pada Transfer 

Keuangan Daerah (TKD) yang disalurkan dalam pembiayaan 

program, kegiatan, maupun kebijakan tertentu yang menjadi 

prioritas nasional dan menunjang operasional lyanan publik, 

dengan penggunaannya yang sudah ditentukan oleh 

Pemerintah”. 

2.2.6 Partisipasi Masyarakat 
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Partisipasi masyarakat adalah bentuk kontribusi aktif dari warga 

dalam aktivitas pemerintahan, yang berperan dalam evaluasi serta 

pengawasan kinerja pemerintah, sekaligus mengurangi kemungkinan 

adanya penyalahgunaan kekuasaan. (Putra & Rasmini, 2019). Untuk 

perwujudan anggaran yang fektif, ikutserta masyarakat sangat penting 

pada proses anggaran penghasilan serta belanja daerah serta pengawasan 

terhadap kebijakan pemerintah di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat 

dalam pembayaran pajak membantu pemerintah daerah gun membiayai 

pelaksanaan otonomi daerah, karena dengan laangsung peningkatan 

penghasilan asli daerah. Maka demikian, diharapkan partisipasi 

masyarakat bisa mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah 

(Yunita & Rasmini, 2018).  

2.3 Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam 

Ekonomi Islam menekankan bahwa negara memiliki peran penting 

untuk melanjutkan misi kenabian dengan mencapai tujuan syariah (al-

maqashid al-syari‘ah). Negara bertindak selaku agen Tuhan dalam realisasi 

tujuan Syariah, yang mencakup keadilan dan kemaslahatan bagi 

masyarakat. Sebagai komponen penting dalam kebijakan publik, keadilan 

dan kesetaraan harus tercermin dalam pengelolaan keuangan negara, 

termasuk dalam pengalokasian sumber daya publik. Alokasi sumber daya 

yang tidak sejalan pada tujuan Syariah tidak diperbolehkan, disebabkan hal 

tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. 

Pengelolaan keuangan publik, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab 

al-Amwal, mencakup tiga jenis harta sebagai sumber utama keuangan 

negara, yaitu zakat, fa’i, dan khumus (M. Ghozali, 2018). Zakat merupakan 

sumber pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan umat, 

terutama untuk membantu fakir miskin. Sumber keuangan lain ialah fa’i, 

yakni harta yang didapatkan pada musuh tanpa pertarungan, dan khumus, 

yakni sepertiga dari harta rampasan perang dan barang tambang. Ketiga 

jenis hart aini memiliki peran penting dalam menyakinkan jika kekayaan 
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tidak hanya beredar di kalangan sebagian orang, namun juga terdistribusi 

dengan merata untuk kemaslahatan umat. 

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara adalah prinsip 

penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab 

menjadi contoh ideal untuk mengelola keuangan publik yang berdampak 

nyata dan berkelanjutan. Salah satu contoh kebijakan yang mencerminkan 

efektivitas adalah alokasi zakat, di mana dana yang dikumpulkan digunakan 

secara tepat sasaran untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan 

kemiskinan, dan mencapai tujuan sosial yang ditetapkan oleh Syariah. 

Kebijakan ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia memberikan 

manfaat maksimal bagi kesejahteraan publik.. 

Ayat Al-Qur’an yang sesuai pada prinsip distribusi asset dalam 

Islam adalah Surah Al- Hasyr Ayat 7: 

 

ِٓ الْقهرٰى اهَْلِٓ مِنْٓ رَسهوْلِهٓ  عَلٰى اٰللّهٓ افََاۤءَٓ مَا ٓ ٰ سهوْلِٓ فََلِِ  السَّبيِْلِٓ  وَابْنِٓ وَالْمَسٰكِيْنِٓ وَالْيتَٰمٰى الْقهرْبٰى وَلِذِى وَلِلرَّ

ٓ دهوْلَة ٓ يكَهوْنَٓ لَٓ كَيْٓ  ۢ سهوْلهٓ اٰتٰىكهمهٓ وَمَا ٓ مِنْكهمْٓ  الَْغْنيَِاۤءِٓ بيَْنَٓ  ذهوْههٓ الرَّ  اٰللَّٓ وَاتَّقهوا فَانْتهَهوْآ  عَنْههٓ نهَٰىكهمْٓ وَمَا فَخه

اِنَّٓ  ۢ  الْعِقَابِٓ  شَدِيْدهٓ اٰللَّٓ 

 

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang 

dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri 

adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan 

orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu 

tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat 

keras hukuman-Ny”. 

Ayat ini mengfokuskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil 

dan merata, serta menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang. 

Prinsip ini relevan dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia, di 

mana sumber daya harus dialokasikan secara merata demi kesejahteraan 

seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Dalam 
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praktiknya, distribusi yang adil ini dapat diwujudkan melalui penganggaran 

yang efektif, memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kemaslahatan 

bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. 

Ibn Kathir menafsirkan bagian ini sebagai rujukan pada distribusi 

kekayaan fai' yang adil, atau hasil rampasan perang tanpa pertempuran, yang 

tidak boleh dibatasi hanya pada orang kaya. Tujuannya adalah untuk 

menghindari ketidakadilan ekonomi dengan mencegah sejumlah kecil orang 

mengumpulkan kekayaan. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung 

ekonomi lokal, memperluas konektivitas digital untuk menutup kesenjangan 

pengetahuan, dan mendistribusikan pembangunan infrastruktur secara 

merata di antara daerah-daerah miskin merupakan langkah-langkah menuju 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mengurangi ketergantungan, 

reformasi tata kelola sumber daya alam harus menerapkan konsep 

keberlanjutan dan keadilan, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal 

dalam pengelolaan sumber daya, dan mendiversifikasi ekonomi di daerah-

daerah yang kaya sumber daya. Implementasi strategi-strategi ini 

diharapkan dapat membawa Indonesia lebih dekat dalam prinsip keadilan 

ekonomi yang dijelaskan pada Al-Hasyr ayat 7 (Falah, 2024).  
Hak pribadi diakui oleh Islam sebagai perintah dari Allah SWT, 

tetapi Islam juga mengakui bahwa hak orang lain (orang miskin) termasuk 

dalam kepemilikan pribadi. Terkait dengan masalah kepemilikan, Islam 

secara bersamaan mengatur sumber (halal / haram) dan distribusi atau 

penggunaan produk. Oleh karena itu, meskipun properti itu milik seseorang, 

itu tidak berati bahwa ia dapat menggunakannya sesuka hatinya tanpa 

memperhitungkan potensi manfaat dan bahayanya bagi masyarakat luas. 

2.4 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yaitu sebuah model berfikir yang telah 

tersusun secara konseptual dan menjelaskan tentang bagaimana teori 

berkaitan pada banyak faktor yang sudah terindentifikasi selaku 

permasalahan yang penting (Hermawan & Hariyanto, 2022).  Studi ini 

dilakukan guna menguji Dampak Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, 
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serta Dana Perimbangan Pada Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di 

Indonesia “dalam Partisipasi Masyarakat selaku Variabel Moderasi”. 

Selanjutnya, muncul gagasan kerangka konseptual berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Jawaban atas rumusan masalah penelitian didasarkan pada teori 

terkait dan penalaran logis yang belum divalidasi oleh bukti empiris, 

sehingga hipotesis merupakan solusi jangka pendek (Abdullah et al., 2022). 

Berikut adalah hipotesis penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah 

serta teori yang sudah dijelaskann: 

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

PAD adalah salah satu srana utama bagi keuangan daerah yang 

memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan. Sumber ini 

dihasilkan dan dioptimalkan pada kemampuan penghasilan daerah, serta 

diolah secara mandiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

hukum yang ada (Digdowiseiso et al., 2022). Dengan demikian, semakin 

besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada APBD, menurunnya 

bergantung pada pemerintah daerah pada alokasi dana pada pemerintah 

pusat berkontribusi terhadap perbaikan performa keuangan daerah 
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(Digdowiseiso et al., 2022). Kemandirian pengelolaan keuangan daerah 

dikarenakan peningkatan penghasilan asli daerah juga mendukung adanya 

perkembangan kinerja keuangan daerah. Keahlian Pemerintah Daerah 

dalam membiayai sendiri semua aktivitasnya mebuat kinerja keuangan 

daerah bertambah baik (Dwigantara & Handayani, 2020). Masyarakat 

memiliki kemampuan untuk mengawasi manajemen keuangan yang 

dilaksanakan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah yang berhasil 

menjalankan pengelolaan keuangan dengan efisien mampu memenuhi 

sasaran organisasi yang telah dirumuskan (Ardelia et al., 2022). 

Hasil studi (Ardelia et al., 2022) menunjukkan “PAD” memiliki 

hubungan yang positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, 

observasi (Digdowiseiso et al., 2022) juga menyebutkan Pendapatan Asli 

Daerah berdampak positif dan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

Berlandaskan penjelasan tersebut sehingga hipotesis bisa dinyatakan 

dibawah ini:  

“H1: Pengaruh Positif Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah” 

2.5.2 “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah” 

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah untuk membeli atau membangun asset (Thalib & Ekaningtias, 2019; 

Wahyudin & Hastuti, 2020). Aset ini bisa berupa bangunan, utilitas, atau 

infrastruktur lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan manfaat langsung maupun tidak 

lasngsung (Thalib & Ekaningtias, 2019). Dalam konteks teori keagenan, 

belanja modal dan pengelolaan asset digunakan untuk menyediakan sarana 

prasarana unggulan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

harus mengolah asset-aset ini dengan hati-hati dikarenakan dana yang 

digunakan berasal pada manajemen. Pemerintah yang diberi wewenang 

dalam belanja modal perlu memiliki tanggung jawab atas penjagaan aset 

tetap (Ardelia et al., 2022). Penggunaan belanja modal yang tepat bisa 
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meningkatkan penghasilan daerah serta memperbaiki kinerja keuangan 

(Maulina et al., 2021). 

Hasil penelitian (Simamora & Budiwitjaksono, 2022) menyatakan 

belanja modal berpengaruh dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Menurut (Digdowiseiso et al., 2022) mengungkapkan jika Belanja Modal 

mempunyai dampak positif dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

Selain itu, (Lathifa & Haryanto, 2019) menyebutkan Belanja modal 

mempunyai dampak positif terhadap pemerintah daerah. Hipotesis bisa 

disebutkan dibawah ini. 

“H2: Pengaruh Positif Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah” 

2.5.3 “Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan  

Pemerintah Daerah” 

Penghasilan pemerintah daerah yang di transfer oleh pemerintah 

pusat mempunyai tujuan dalam pengurangan ketimpangan sumber 

pendanaan pemerintah pada pusat serta daerah (Thalib & Ekaningtias, 

2019).  Dana perimbangan akan dimasukkan ke dalam akun penghasilan 

pemerintah daerah, maka menibgkatkan jumlah pendapatan pemerintah 

daerah. Dalam ini, pemerintah daerah masih bergantung dalam pemerintah 

pusat. Bertambah tinggi dana perimbangan, maka bertambah rendah kinerja 

keuangan pemerintah daerah (Thalib & Ekaningtias, 2019). Dalam 

penutupan kekurangan belanja daerah sehingga pemerintah pusat 

mentransfer dana pada bentuk dana perimbangan terhadap pemerintah 

daerah (I. P. Sari, 2016). Pada kaitannya dengan teori keagenan, pemerintah 

daerah memiliki tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan, yang 

diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang efisien serta peningkatan 

kualitas layanan publik secara optimal dan merata (Ardelia et al., 2022). 

Hasil penelitian (Ardelia et al., 2022) menyatakan Dana 

perimbangan menunjukkan korelasi negatif pada performa keuangan 

pemerintah daerah (Thalib & Ekaningtias, 2019) menyebutkan Dana 

perimbangan dampak negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal 
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lain, menurut (Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus, 2023) jika Dana 

perimbangan berdampak pada kinerja keuangan. Hipotesis dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

“H3: Pengaruh Negatif Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah” 

2.5.4 “Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah” 

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, terutama dalam 

pengawasan dan evaluasi kebijakan, berperan penting dalam meningkatkan 

akuntabilitas pemerintah daerah dan meminimalisir penyalahgunaan 

wewenang (Putra & Rasmini, 2019). Selain itu, keterlibatan aktif 

masyarakat dalam pembayaran pajak berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan (PAD) dan mendukung pelaksanan otonomi daerah (Yunita & 

Rasmini, 2018). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah 

tidak beroperasi sendirian, melainkan melibatkan masyarakat dalam 

prosesnya. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah bersama-sama 

bertanggung jawab dan saling mendukung untuk menciptakan 

pemerintahan yang efektif dan sejahtera. Pemerintah daerah perlu terus 

meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah dengan 

mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD 

ini akan memberikan dampak yang terhadap kinerja pemerintah daerah 

(Ayu, 2018). Untuk aktif pembayaran pajak daerah, partisipasi masyarakat 

mempermudah meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan penghasilan 

daerah ini, pada gilirannya, meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga 

daerah bisa membayar otonomi sendiri. Bertambah besar PAD serta 

keikutsertaan masyarakat untuk pembayaran pajak, diinginkan akan 

meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah (Yunita & Rasmini, 2018).  

Hasil penelitian (Yunita & Rasmini, 2018) menunjukkan 

partisipasi masyarakat mendukung dampak penghasilan asli dearah pada 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat dapat 

berfungsi sebagai moderasi yang melemahkan dampak Pendapatan Asli 
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Daerah pada kinerja keuangan pemerintah (Maulida’arifina, 2024). 

Brlandaskan diskusi tersebut, kaitan pada pendapatan asli daerah serta 

kinerja keuangan yang di moderasi partisipasi masyarakat dapat 

diformulasikan dalam hipotesis berikut:  

“H4: Partisipasi Masyarakat Memperkuat Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” 

2.5.5 “Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Belanja 

Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah” 

Tujuan dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah 

untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu cara 

untuk mencapainya adalah melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas 

yang tercukupi, yang difasilitasi oleh belanja modal. Tingginya belanja 

modal mencerminkan banyaknya infrastruktur serta sarana yang berhasil 

terbangun. Pengelolaan belanja modal yang efisien diyakini mampu 

memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan tingkat 

pertumbuhan ekonomi (Dewi & Dicriyani, 2018). Penambahan jumlah 

proyek pembangunan yang dilakukan berkontribusi pada peningkatan 

performa keuangan pemerintah daerah. Secara logis, bertambah banyak 

sumber yang diperoleh, bertambah besar pula hasil yang didapat. Tingginya 

partisipasi masyarakat untuk pembayaran pajak daerah akan menolong 

pemerintah pembayaran keperluan belanja modalnya. 

Keikutsertaan masyarakat mendukung dampak belanja modal 

dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa hasil studi yang 

dilakukan oleh (Yunita & Rasmini, 2018) Keikutsertaan masyarakat 

mendukung dampak belanja modal dalam kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Hasil observasi lain mengindikasikan bahwa keterlibatan 

masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi kaitan pada 

belanja modal serta performa keuangan pemerintah daerah 

(Maulida’arifina, 2024). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat memiliki 

peran dalam memperkuat keterkaitan antara belanja modal dan kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Melalui partisipasi tersebut, pemerintah 
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daerah didorong untuk peningkatan penghasilan daerah, yang nantinya bisa 

dialokasikan guna peningkatan belanja modal, maka kinerja keuangan 

daerah mengalami peningkatan. (Dewi & Dicriyani, 2018). Dengan 

merujuk pada penjelasan tersebut, hipotesis yang disampaikan yaitu sebagai 

berikut: 

“H5: Partisipasi Masyarakat Memperkuat Pengaruh Belanja Modal 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” 

2.5.6 “Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Pengaruh Dana 

Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah” 

Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak daerah bisa 

memberi pengaruh jumlah dana perimbangan yang diterima pemerintah 

kawasan di masa mendatang. Sejalan pada salah satu tiga pilar good 

governance, yaitu keterlibatan masyarakat, diiringi dengan meningkatnya 

alokasi dana perimbangan serta partisipasi aktif masyarakat dalam 

pembayaran pajak, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja 

pemerintahan. Dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah 

akan lebih efektif jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang aktif. 

Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengawasan dan penganggaran, 

penggunaan dana perimbangan menjadi lebih transparan serta akuntabel. 

Hal berikut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran serta 

meyakinkan jika dana tersebut dipakai pada program yang memberi 

kegunaan maksimal untuk masyarakat. 

Hasil penelitian (Dewi & Dicriyani, 2018) menunjukkan eran serta 

masyarakat mendukung dampak dana perimbangan trhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Dengan terdapat keikutsertaan masyarakat, 

kaitan pada dana perimbangan serta kinerja keuangan pemerintah daerah 

tingkat kabupaten maupun kota menjadi lebih solid. Partisipasi masyarakat 

memotivasi pemerintah daerah untuk peningkatan penghasilan daerah yang 

kemudian bisa mendukung pemanfaatan dana perimbangan guna 

peningkatan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan diskusi diatas, 
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hubungan antra dana perimbangan dan kinerja keuangan yng di moderasi 

partisipasi masyarakat dapat diformulasikan dalam hipotesis: 

“H6: Partisipasi Masyarakat Memperkuat Pengaruh Dana Perimbangan 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian kuantitatif yaitu observasi ilmiah yang sistematis terhadap 

fenomena dan hubungan kausalitasnya. Ini melibatkan pengumpulan data 

yang bisa dihitung menggunakan metode statistik, matematika, maupun 

komputasi, dan sebagian besar dilakukan dengan metode statistik 

(Abdullah et al., 2022). Observasi berikut yaitu studi kuantitatif yang 

mempergunakan data sekunder selaku sumber informasi. Analisis 

dilakukan terhadap populasi sampel menggunakan perhitungan statistik 

dan alat uji. Data sekunder diambil dari dokumentasi serta sumber-sumber 

yang telah tersedia. Dalam studi berikut, data berasal pada laporan 

keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia, yang diakses dengan 

mengakses laman resmi “Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK)” Kementerian Keuangan di https://djpk.kemenkeu.go.id. 

Kemudian, studi ini juga diperkuat oleh banyak artiikel, jurnal, serta buku 

yang tersedia secara daring (Ardelia et al., 2022).  

3.2 Lokasi Penelitian 

Observasi berikut dilaksanakan dalam situs web Direktoral Jenderal 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi di 

Indonesia yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD dari tahun 

2019 hingga 2023, yang dapat diakses oleh umum. Observasi berikut 

mempunyai tujuan dalam menyelidiki Dampak Penghasilan Asli Daerah, 

Belanja Modal, serta Dana Perimbangan dalam kinerja keuangan 

pemerintah daerah di Indonesia dalam keikutsertaan Masyarakat selaku 

Variabel Moderasi. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah totalitas pada unit analisa yang memiliki ciri-ciri 

dan sifat spesifik yang ditentukan oleh peneliti untuk menjadi objek kajian 

serta ditarik kesimpulannya (Santoso & Madiistriyatno, 2021). Pada 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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observasi berikut, fokus populasinya adalah wilayah provinsi di Indonesia 

yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) pada tahun 2019 sampai 2023. 

3.3.2. Sampel Penelitian 

Sampel yaitu sebagian dalam total serta karakteristik yang terdapat 

dalam populasi. Jika populasi terlalu besar dan penulis tidak bias dipahami 

seluruhnya dikarenakan keterbatasan sumber daya, termasuk dana, tenaga, 

serta waktu, penulis bisa memilih sampel yang representatif untuk 

menggambarkan populasi secara keseluruhan (Abdullah et al., 2022). 

Sampel pada observasi berikut didapat pada populasi yang terpilih 

berlandaskan kriteria tertentu. Dari 38 data yang dikumpulkan selama 

periode lima tahun, diperoleh hasil 155 data sampling. 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Purposive Sampling yaitu teknik pemilihan sampel pada 

pertimbangan tertentu (Abdullah et al., 2022). Penentuan sampel pada 

observasi berikut dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana 

sampel terpilih berlandaskan kriteria tertentu dibawah ini:  

1. Wilayah Provinsi di Indonesia yang menyajikan Data Laporan 

Realisasi APBD di Situs web Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK) 

2. Menerbitkan data Laporan Realisasi APBD yang tersedia secara 

publik tahun 2019 – 2023 

3. Menyajikan data lengkap dan akurat untuk keperluan observasi 

terkait Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan 

sesuai dalam metode Value for Money. 

4. Menyajikan data yang tidak terindikasi anomali atau sesuai dengan 

Pemerintah Daerah 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan hasil sampel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Distribusi Sampel 

No. Kriteria Jumlah Data 

1.  “Wilayah Provinsi di Indonesia yang 

menyajikan Data Laporan Realisasi 

APBD di Situs web Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK)” 

38 190 

2. “Dikurangi data Laporan Realisasi 

APBD yang tidak diterbitkan secara 

publik tahun 2019 – 2023” 

(5) (25) 

3.  “Dikurangi data lengkap dan akurat 

untuk keperluan penelitian mengenai 

Penhasilan Asli Daerah, Belanja 

Modal, Dana Perimbangan sesuai pada 

metode Value for Money” 

 

 

(0). 

 

 

(0) 

4. “Dikurangi Data yang Terindikasi 

Anomali atau sesuai dengan 

Pemerintah Daerah” 

(2) (10) 

Total 31 155 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025 

Setelah dilakukan purposive sampling dalam kriteria yang 

ditetapkan, didapat sampel penelitian berjumlahkan 31 dari 38 provinsi 

yang tersedia di situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK) Kementerian Keuangan di https://djpk.kemenkeu.go.id untuk 

periode 2019 – 2023, menghasilkan total 155 data. 

3.5 Data dan Jenis Data 

Observasi berikut menggunakan data sekunder, terutama data 

kuantitatif pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Data laporan tahunan dapat diakses melalui situs resmi Direktorat 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk 

tahun anggaran 2019 - 2023. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dokumentasi yaitu sumber data yang dipakai dalam 

menyempurnakan observasi, baik berbentuk sumber tertulis, film, gambar 

(foto), serta karya-karya monumental, yang seluruhnya itu pemberian berita 

untuk tahapan observasi (Nilamsari, 2014). Observasi berikut mempunyai 

tujuan dalam mengumpulkan berita terkait Pendapatan Asli Daerah, Belanja 

Modal, serta Dana Perimbangan melewati web resmi Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan di 

https://djpk.kemenkeu.go.id untuk masa 2019 – 2023. Data diperoleh 

dengan mencatat informasi yang diperlukan untuk penelitian. 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

3.7.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang diberi pengaruh atau 

muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan variabel bebas, sehingga 

variabel tersebut bergantung pada variabel independen (Dekanawati et al., 

2023). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah variable terikat pada 

observasi berikut. 

3.7.2 Variabel Independen 

Variabel Independen / variabel bebas yakni faktor-faktor yang 

memberi pengaruh variabel dependen. Variabel bebas yang diterapkan 

pada studi berikut terdapat Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal 

(X2), serta Dana Perimbangan (X3). 

3.7.3 Variabel Moderasi 

Variabel moderasi yaitu faktor yang dapat meningkatkan maupun 

mengurangi efek suatu kaitan pada variabel independen serta dependen 

(Umamah, 2019). Variabel moderasi yang dipakai pada observasi berikut 

yakni Partisipasi Masyarakat. 

Untuk mempermudah pemahaman, observasi berikut 

mengklasifikasikan variabel-variabel yang dipakai ke pada 

tiga kategori utama. Peneltian ini memakai tiga variable independen (X), 

satu variabel dependen (Y), dan satu variabel moderasi (Z). Definisi 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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operasional dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada table berikut 

ini: 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Sumber 

Variabel Independen (X) 

1. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(X1) 

Jumlah realisasi 

penghasilan yang 

berasal pada 

kawasan itu 

sendiri. 

“PAD = Pajak 

Daerah + 

Retribusi Daerah 

+ Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

Yang dipisahkan 

+ Lain-lain PAD 

yang sah” 

(Mulyani & 

Wibowo, 

2017) 

2. Belanja Modal 

(BM) (X2) 

Realisasi 

penerimaan 

Belanja Modal 

Pemerintah daerah 

Provinsi di 

Indonesia 

“Belanja Modal = 

Belanja Tanah + 

Belanja Peralatan 

dan Mesin + 

Belanja Gedung 

serta Bangunan + 

Belanja Jala, 

Irigasi, dan 

Jaringan + 

Belanja Lainnya” 

(Yunita & 

Rasmini, 

2018) 

3. Dana 

Perimbangan 

(DP) (X3) 

Total semua 

realisasi pada 

pemerintah pusat. 

“Dana 

Perimbangan = 

DBH + DAU + 

DAK 

DBH = Dana Bagi 

Hasil 

(Nauw & 

Riharjo 

Ikhsan 

Budi, 2021) 
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No Variabel Definisi Indikator Sumber 

DAU = Dana 

Alokasi Umum 

DAK = Dana 

Alokasi Khusus” 

Variabel Dependen (Y) 

1. Kinerja 

Keuangan (KK)  

Perbandingan 

kajian efektivitas 

dalam realisasi 

anggaran 

penghasilan serta 

belanja 

dilaksanakan 

dalam 

perbandingan 

realisasi 

penghasilan dalam 

tujuan realisasi 

anggaran 

penghasilan dikali 

pada 100%. 

“Rasio Efektivitas 

=  

Realisasi 

Pendapatan 

Target Realisasi 

Anggaran 

Pendapatan 

x 100%” 

(Lona et al., 

2023) 

Variabel Moderasi (Z) 

1. Partisipasi 

Masyarakat (PM) 

Partisipasi 

masyarakat yaitu 

peran masyarakat 

untuk ikut serta 

pembayaran 

penyelenggaran 

negara yang 

diwujudkan 

dengan melakukan 

pembayaran pajak. 

“PM =PDt1 – PDt0 

               PDt0 

 

PM = Partisipasi 

Masyarakat 

PDt1 = Pendapatan 

daerah tahun saat 

ini 

(Yunita & 

Rasmini, 

2018) 
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No Variabel Definisi Indikator Sumber 

PDt0 = Pendapatan 

daerah tahun 

sebelumnya” 

 

3.8 Analisis Data  

Teknik kajian data yang digunakan dalam observasi berikut yakni 

kajian statistik dengan pengolahan data menggunakan bantuan perangkat 

lunak statistik, yaitu Eviews13. Adapun beberapa pendekatan analisis data 

yang diterapkan, seperti analisis regresi untuk mengidentifikasi kaitan pada 

variabel-variabel penelitian, pengujian statistik dalam mengukur signifikasi 

hasil observasi, dan kajian deskriptif dalam pemberian gambaran umum 

mengenai data. Adapun beberapa pendekatan analisis data diterapkan, 

seperti:             

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yaitu jenis kajian statistik yang bermanfaat 

dalam menjelaskan sifat-sifat sampel maupun populasi.Umumnya jenis 

kajian berikut diaplikasikan saat data pada sampel maupun populasi ada 

secara rinci (Winarno, 2013). Analisis statistik deskriptif adalah metode 

dalam mendeskripsikan, meringkas, dan melakukan analisis data dengan 

format yang dapat dimengerti dengan mudah. Ini melibatkan penghitungan 

ukuran statistik yaitu mean (rata-rata), median, mode, standar deviasi, serta 

lain-lain dalam pemberian gambaran umum tentang karakteristik data 

yang dikumpulkan. 

3.8.2 Analisis Pemilihan Model 

Regresi data panel memungkinkan intersep dan slope bervariasi 

antara perusahaan dan periode waktu. (Widarjono, 2007) menyatakan 

bahwa terdapat tiga metode untuk mengestimasi parameter 

model data panel, ialah: 

1. “Common Effect Model (CEM). Metode berikut yaitu paling sederhana 

untuk estimasi parameter model data panel, dengan menyatukan data 

cross section serta time series selaku satu kesatuan, tanpa melihat 
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ketidaksamaan waktu serta individu. Metode yang digunakan pada 

model ini adalah Ordinary Least Square (OLS)”. 

2. “Fixed Effect Model (FEM). Metode berikut mengestimasi data panel 

memakai variabel dummy dalam mengetahui ketidaksamaan intersep. 

Teknik berikut mengandalkan terdapat perbedaan intersep antar 

industri, namun intersepnya konsisten sepanjang waktu. Model berikut 

juga mengartikan jika koefisien regresi (slope) tetap konstan antar 

industri serta waktu. Pendekatan yang dipakai yaitu metode Least 

Square Dummy Variable (LSDV)”. 

3. “Random Effect Model (REM). Metode berikut mengestimasi data 

panel di mana variabel permasalahan memiliki hubungan pada waktu 

serta pada individu. Perbedaan pada individu serta waktu digolongkan 

melewati error. Dikarenakan adanya korelasi pada variabel gangguan, 

teknik OLS tidak bisa dipakai, sehingga model random effect dengan 

teknik Generalized Least Square (GLS)”. 

Ada tiga uji yang digunakan dalam pemilihan metode estimasi data 

panel, yakni “pengujian Chow (pengujian statistik F), pengujian Hausman, 

serta pengujian Lagrange Multiplier”. 

1. Pengujian chow, ialah uji dalam penentuan FEM maupun CEM yang 

paling sesuai dipakai untuk estimasi data panel. Mengambil 

keputusan dilaksanakan apabila, Skor prob. F < 0,05 sehingga model 

yang dipakai FEM. Namun apabila skor prob. F > 0,05 sehingga model 

yang dipakai CEM. 

2. Pengujian Hausman, yakni uji statistik yang dipakai untuk penentuan 

apakah model FEM maupun REM lebih tepat dipakai. Keputusan 

diambil berdasarkan, Skor probabilitas chi squares < 0,05 sehingga 

model yang dipakai yakni FEM. Namun jika skor probabilitas chi 

squares > 0,05 sehingga model yang dipakai yakni REM. 

3. Pengujian Lagrange Multiplier (LM), yaitu metode guna penentuan 

apakah model REM lebih sejalan daripada dengan CEM. Keputusan 

diambil berdasarkan, apabila Skor p value < 0,05 sehingga model yang 
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dipakai yakni REM. Sebaliknya, jika p value  > 0,05 sehingga model 

yang dipakai yakni CEM. 

3.8.3 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis data panel yaitu kombinasi data runtun waktu (time series 

data) serta data silang (cross section data) yang mencakup dimensi waktu 

dan ruang (Sarwono, 2016). Data panel juga dikenal sebagai pooled data 

(penggabungan time series serta cross section), micropanel data, 

longitudinal data, event history analysis, serta cohort analysis (Gujarati & 

Porter, 2012). Beberapa keunggulan penggunaan data panel antara lain total 

penelitian yang lebih besar, estimasi parameter yang lebih tepat, penyediaan 

data yang lebih informatif, pengurangan kolinearitas antar variabel, serta 

peningkatan derajat kebebasan atau efisiensi (Firdaus, 2020). Pada 

observasi berikut, kajian data panel diterapkan dalam penilaian variabel 

dependen yakni Kinerja Keuangan, bersama pada variabel independen 

lainnya. 

 Berikut adalah model persamaan regresi data panel : 

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

 Y = Kinerja Keuangan  

α = Konstanta  

β  = Koefisien regresi  

X1 = Pendapatan Asli Dearah (PAD)  

X2 = Belanja Modal (BM) 

X3 = Dana Perimbangan (DP)  

e = error, variabel penggangu 

i = Provinsi di Indonesia  

t = Periode/waktu 

3.8.4 Uji Asumsi Klasik 

3.8.4.1 Uji Normalitas 

Normalitas data diuji dalam mengetahui apakah distribusi data 

mengikuti pola normal. Ketika residual model tidak berdistribusi normal, 

Pengujian t menjadi kurang sesuai untuk pengujian koefisien regresi. 

Metode yang dapat dipakai untuk menguji normalitas mencakup histogram 
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residual, Kolmogorov-Smirnov, skewness kurtosis, dan Jarque-Bera. 

Namun, penggunaan histogram atau uji informal lainnya kurang dianjurkan 

karena interpretasi yang cenderung subjektif. Dalam perangkat lunak 

EViews, pengujian Jarque-Bera lebih praktis untuk mengidentifikasi apakah 

residual berdistribusi normal. Uji ini bekerja dengan asumsi asimtotik dari 

sampel besar dan melibatkan perhitungan skewness serta kurtosis. Menurut 

(Widarjono, 2007), keputusan pengujian Jarque-Bera dilaksanakan saat: 

a. “Skor probabilitas jarque-bera > taraf signifikansi (0,05), sehingga 

residual mempunyai distribusi normal”. 

b. “Skor probabilitas jarque-bera < taraf signifikansi (0,05), sehingga 

residual tidak mempunyai distribusi normal”. 

3.8.4.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas diuji ketika model regresi melibatkan lebih dari 

satu variabel independen. Akibat terdapat multikolinearitas, banyak 

variabel independen mungkin tidak signifikan dalam memberi pengaruh 

variabel dependen, meskipun koefisien determinasi tetap tinggi. Cara dalam 

memperkirakan multikolinearitas termasuk Variance Inflation Factor (VIF) 

serta korelasi berpasangan. Metode korelasi berpasangan lebih bermanfaat 

dikarenakan penulis dalam memahami dengan jelas variabel independen 

mana yang mempunyai korelasi kuat (Sakti, 2018). Berlandaskan 

(Widarjono, 2007) mengambil keputusan teknik korelasi berpasangan 

dilaksanakan saat: 

a. “Skor korelasi pada setiap variabel bebas < 0,85 sehingga tidak terdapat 

masalah multikolinieritas”. 

b. “Skor korelasi pada setiap variabel bebas > 0,85 sehingga terdapat 

masalah multikolinieritas”. 

3.8.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian berikut memiliki tujuan dalam mengkaji apakah variansi 

dalam error mempunyai sifat tetap/konstan (homoskedastik) maupun 

berbeda (heteroskedastik). Jika terdapat heteroskedastisitas, sehingga 

estimator OLS tidak memiliki sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 

(Rosadi, 2012). Jika cross-section test dan period test menghasilkan 
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“residuals are homoskedastic” berarti variansi dari error bersifat 

tetap/konstan (homoskedastik) (Nani, 2022). 

3.8.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan dalam identifikasi keberadaan maupun 

ketiadaan deviasi korelasi pada residual dari satu observasi dengan 

observasi lainnya dalam model regresi. Pengujian autokorelasi umumnya 

dalam data time series (data kurun waktu) sampai data ordinal maupun 

interval tidak harus dengan pengujian autokorelasi. Metode uuntuk 

mendeteksi autokorelasi meliputi analisis “grafik, Durbin-Watson, run, 

serta Lagrange Multiplier”. Penggunaan grafik atau pengujian informal 

lainnya kurang disarankan disebabkan interpretasinya bisa subjektif tanpa 

bilangan statistik. Teknik Lagrange Multiplier bisa digunakan sebagai 

alternatif deteksi autokorelasi dalam EViews. Keputusan metode Lagrange 

Multiplier dilaksanakan apabila: 

a. “Skor probabilitas chi squares > taraf signifikansi (0,05), sehingga tidak 

terjadi autokorelasi”. 

b. “Skor probabilitas chi squares < taraf signifikansi (0,05), sehingga 

terjadi autokorelasi”. 

3.8.5 Pengujian Hipotesis  

3.8.5.1 Uji R2 atau Koefisien Determinasi 

Koefisien R2 mengukur tingkat kesesuaian model regresi, dalam 

skor dalam 0 sampai 1. Bertambah tinggi skor R2, bertambah baik model 

tersebut terhadap menjelaskan varians variabel dependen. Apabila nilai R2 

rendah, maka faktor independen tidak cukup menjelaskan varians pada 

variabel dependen. Dalam pengujian R2, skor yang lebih besar 

menunjukkan kualitas model yang lebih baik, karena perbedaan pada 

variabel dependen dapat dikaitkan dengan variabel independen. Dengan 

demikian, model yang memiliki R2 tinggi diasumsikan lebih presisi. 

Koefisien determinasi menunjukkan tingkat informasi yang disediakan oleh 

variabel independen terkait perbedaan pada variabel dependen. Adjusted R 

Square dipakai untuk analisis dengan lebih dari 2 variabel independen, 
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sedangkan R Square digunakan untuk mengukur proporsi variabel yang 

diuji jika melibatkan satu atau dua variabel independen (Ghozali, 2018). 

3.8.5.2 Uji Statistik T (Parsial) 

Pengujian ini bertujuan dalam mengevaluasi apakah faktor 

independen mempunyai dampak dalam faktor dependen. Berikut ditemukan 

setelah penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05 

sehingga hipotesis ditolak serta koefisien regresi dianggap tidak signifikan. 

Namun, koefisien regresi yang signifikan menunjukkan bahwa variabel 

dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Jika nilai signifikansi 

koefisien korelasi kurang dari 0,05 dampak tersebut diasumsikan signifikan 

serta hipotesis diterima (Ardelia et al., 2022; Ghozali, 2018). 

3.8.6 Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Pengujian ini mempunyai tujuan dalam memahami bagaimana 

variabel moderasi dapat didukung maupun melemahkan dampak variabel 

independen pada variabel dependen. Model persamaan uji moderasi pada 

observasi berikut dapat dirumuskan dibawah ini: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4Z+ β5X1Z + β6X2Z + β7X3Z + e  

 Keterangan: 

 Y  = Kinerja Keuangan 

 X1  = Penghasilan Asli Daerah 

 X2  = Belanja Modal 

 X3  = Dana Perimbangan 

 Z  = Partisipasi Masyarakat 

 α  = Konstanta 

 β1 – β7  = Koefisien Regresi 

 e  = Level Kesalahan (error) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Studi berikut menjadikan pemerintah daerah provinsi selaku fokus 

utama, di mana pemerintah provinsi berfungsi sebagai lapisan 

administratif yang terdapat langsung di bawah kendali pemerintah pusat. 

Populasi penelitian melibatkan 38 wilayah provinsi di Indonesia yang 

dijadikan sumber data penelitian berasal dari tahun 2019 hingga 2023. 

Metode mengambil sampel memakai metode purposive sampling, yakni 

mengambil data dalam ketetapan tertentu yang perlu terpenuhi oleh sampel 

yang dipilih. Dari teknik ini, terdapat 31 provinsi yang terpenuhi syarat 

sebagai sampel, maka total data yang dikaji yaitu 155. Di bawah ini 

tercantum daftar provinsi yang menjadi fokus studi. 

Tabel 4.1 

Data Objek Penelitian 

NO NAMA PROVINSI 

1 Nanggroe Aceh Darussalam 

2 Sumatera Utara 

3 Sumatera Selatan 

4 Sumatera Barat 

5 Bengkulu 

6 Riau 

7 Kepulauan Riau 

8 Jambi 

9 Lampung 

10 Bangka Belitung 

11 Kalimantan Barat 

12 Kalimantan Timur 

13 Kalimantan Selatan 

14 Kalimantan Tengah 

15 Banten 

16 Jawa Barat 
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17 Jawa Tengah 

18 Daerah istimewa Yogyakarta 

19 Jawa Timur 

20 Bali 

21 Nusa Tenggara Timur 

22 Nusa Tenggara Barat 

23 Gorontalo 

24 Sulawesi Barat 

25 Sulawesi Tengah 

26 Sulawesi Utara 

27 Sulawesi Tenggara 

28 Sulawesi Selatan 

29 Maluku Utara 

30 Papua Barat 

31 Papua 

       Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025 

Penelitian ini menggunakan populasi yang memenuhi persyaratan 

yang diperlukan. Penentuan kinerja keuangan pemerintah daerah 

dilaksanakan memakai perbandingan efektivitas. Berlandaskan data yang 

didapat pada laporan realisasi anggaran serta penghasilan belanja daerah, 

sampel yang telah dipilih akan diuji dalam memahami dampak 

penghasilan asli daerah, belanja modal, serta dana perimbangan pada 

kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam keikutsertaan 

masyarakat selaku variabel moderasi. 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yaitu pengujian yang dipakai ketika 

mengidentifikasi “skor terkecil skor terbesar, skor rata-rata, serta standar 

deviasi” pada setiap variabel yang dipakai dalam model observasi. Pada 

observasi berikut, variabel kinerja keuangan disajikan ulang oleh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan 

(DP), serta Partisipasi Masyarakat (PM). Dibawah berikut yaitu hasil 

output pada analisis statistik deskriptif. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

      Sumber: Diolah Oleh EViews 13, 2025 

Berlandaskan data yang disajikan dalam gambar 4.1, informasi 

mengenai variabel penelitian telah dikumpulkan, yaitu: 

1. Pada variabel Kinerja keuangan memiliki nilai maksimum 

sebesar 1,55 merupakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 

2022. Nilai minimum sebesar 0,75 yakni Provinsi Papua 

Barat pada tahun 2023. Skor rata-rata sebanyak 1,01. Serta 

terdapat skor standar deviasi sebanyak 0,11. 

2. Pendapatan Asli Daerah mempunyai skor tertinggi sebanyak 

0,36 atas Provinsi Banten tahun 2023, nilai terendah 

sebanyak 0,02 merupakan nilai atas Provinsi Papua tahun 

2019, skor rata-rata (mean) sebanyak 0,19 serta skor standar 

deviasi sebanyak 0,08 dalam jumlah semua data observasi 

yakni 155 data. 

3. Belanja Modal memiliki skor maksimum sebanyak 0,15 

yang merupakan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, 

minimum sebesar 0,02 yakni Provinsi Jawa Tengah tahun 

2020, (mean) sebesar 0,08 beserta nilai std. dev sebesar 0,03. 

4. Dana Perimbangan memiliki nilai maksimum sebesar 0,45 

yakni pada Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023, 

sedangkan nilai minimum 0,10 merupakan nilai dari Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dalam tahun 2022, skor rata-rata 

(mean) berjumlahkan 0,26 serta skor standar deviasi 

berjumlahkan 0,08. 
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5. Nilai tertinggi dari variabel Partisipasi Masyarakat adalah 

0,64 untuk Povinsi Papua pada tahun 2023, nilai terendah 

sebesar -0,66 untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 

2020, dan skor rata-rata (mean) sebanyak 0,01 dengan 

standar deviasi sebanyak 0,12. 

4.1.3 Analisis Pemilihan Model 

Studi berikut dengan kajian regresi data panel. Apabila regresi data 

panel dipakai selaku metode kajian dalam suatu observasi, maka pemilihan 

model regresi menjadi sangat penting. 3 model utama yang dipakai pada 

regresi data panel yaitu “Common Effect Model (CEM), Fixed Effect 

Model (FEM), serta Random Effect Model (REM)”. Pada ketiga model 

tersebut, akan terpilih satu model terbaik yang sesuai untuk observasi 

berikut. Untuk penentuan model terbaik yang akan dipakai, dibutuhkan uji 

penentuan model yang mencakup pengujian Chow, pengujian Hausman, 

serta pengujian Langrange Multiplier. 

4.1.3.1 Uji Chow 

Pengujian Chow dipakai penentuan model yang paling selaras 

dalam “common effect model dan fixed effect model”. Keputusan diambil 

agar mengetahui skor probabilitas dalam cross section F. Apabila skor 

prob. F > 0,05 sehingga Common Effect Model yang akan terpilih. Tetapi, 

jika Nilai prob. F < 0,05 maka Fixed Effect Model terpilih. 

Gambar 4.2 Uji Chow 

 

 Sumber: Hasil EViews 13, 2025 

Merujuk pada temuan dari pengujian chow yang terdapat pada 

gambar 4.2 di atas, skor cross-section F serta cross-section Chi-square 

menyatakan skor yang ≤ skor alpha 0,05. Dengan kata lain, p = 0,00 < 0,05, 

yang bermakna model terbaik yang terpilih dari uji Chow ialah Fixed Effect 

Model. Berdasarkan hasil ini, pengujian model akan dilanjutkan dengan 

pengujian Hausman. 

4.1.3.2 Uji Hausman 
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Pengujian Hausman diterapkan dalam memilih model yang 

paling sesuai pada “Fixed Effect Model dan Random Effect Model”. 

Pemilihan dilaksanakan berdasarkan skor probabilitas pada cross-section 

random. jika skor p ≤ 0,05, sehingga Fixed Effect Model menjadi pilihan. 

Sebaliknya, apabila skor p ≥ 0,05, maka Random Effect Model yang 

terpilih. 

Gambar 4.3 Uji Hausman 

 

             Sumber: Hasil EViews 13, 2025 

Dari gambar 4.3 tersebut, terlihat jika skor cross-section random 

lebih kecil pada skor alpha 0,05 yakni 0,00 < 0,05. Maka, model yang 

terpilih berlandaskan pengujian Hausman berikut yaitu Fixed Effect 

Model. Dengan demikian, hasil pada pengujian Chow serta pengujian 

Hausman menyatakan jika model terbaik yang akan dipakai dalam 

observasi berikut yaitu Fixed Effect Model (FEM). 

4.1.4 Analisis Regresi Data Panel 

Pendekatan dalam observasi berikut memakai regresi data panel, 

yang menyatukan data cross-section serta time series untuk 

mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan lebih mendalam. 

Observasi berikut memanfaatkan data time series dalam lima tahun, mulai 

2019 hingga 2023, untuk melakukan analisis. Selain itu, observasi berikut 

dengan data cross-section pada 31 Provinsi di Indonesia yang mencakup 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah. 

Hasil kajian penentuan model regresi menunjukkan jika pendekatan 

terbaik yang digunakan yakni Fixed Effect Model. Fixed Effect Model ini 

merupakan bagian dari kerangka kerja Least Square Dummy Variable 

(LSDV). Setelah menentukan model terbaik yang dipakai pada observasi 

berikut, langkah berikutnya yakni melakukan kajian regresi data panel. 

Observasi berikut memakai tiga variabel independen, yakni Pendapatan 

Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), serta Dana Perimbangan (X3). 

Sementara itu, variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja 
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Keuangan (Y) yang diukur melalui Pengukuran Efektivitas. Hasil analisis 

regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model bias diketahui dalam 

gambar dibawah: 

Gambar 4.4  

Hasil Regresi Data Panel 

 

     Sumber: Hasil EViews 13, 2025 

4.1.5 Uji Asumsi Klasik 

4.1.5.1 Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas guna memahami distribusi data 

variabel penelitian. Berikut adalah hasil dari uji normalitas: 

Gambar 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

 

Berlandaskan gambar 4.5 di atas, hasil pengujian normalitas data 

menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,115291 yang menunjukkan jika 

data ini berdistribusi dengan normal. 

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas 

Penelitian berikut melaksanakan uji kemungkinan adanya 

multikolinearitas antara variabel-variabel independen. Multikolinearitas 

dapat menjadi masalah dalam analisis regresi karena dapat menyebabkan 
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ketidakstabilan dan ketidakakuratan pada koefisien regresi. Yaitu dibawah 

adalah hasil pengujian multikolinearitas: 

Gambar 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Hasil output korelasi dalam pengujian multikolinearitas menyatakan 

jika skor korelasi untuk semua variabel independen kecil dari 0,85. Ini 

mengindikasikan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas dalam 

variabel independen. 

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari residual berubah-

ubah dan bergantung pada nilai variabel independen, bukannya konstan. 

Gambar 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Pada cross-section test dan period test diatas yaitu menghasilkan 

“residuals are homoskedastic” yang artinya variansi dari error bersifat 

tetap/konstan (homoskedastik). 

4.1.6 Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis, akan dilaksanakan kajian koefisien 

determinasi dan pengujian dampak parsial (uji T). 

4.1.6.1  Analisis Koefisien Determinasi 
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Mengacu pada tabel 4.6, tingkat koefisien determinasi (R-squared) 

dalam penelitian ini adalah R^2=0,678779 (0,68) atau 68%. Ini berarti jika 

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, serta Dana Perimbangan dengan 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi Kinerja Keuangan sebesar 

68%. 

          Gambar 4.8  

   Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

   Sumber: Hasil EViews 13, 2025 

4.1.6.2 Uji Pengaruh Parsial (Uji T) 

Merujuk dalam tabel 4.5 tersebut, persamaan model regresi bisa 

dirumuskan dibawah ini: 

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

Y = Kinerja Keuangan  

α = Konstanta  

β  = Koefisien regresi  

X1 = Pendapatan Asli Dearah (PAD)  

X2 = Belanja Modal (BM) 

X3 = Dana Perimbangan (DP)  

e = error, variabel penggangu 

i = Data sampel  

t = Periode/waktu 

Dalam persamaan regresi sudah telah dirumuskan, ehingga model 

regresi tersebut menjadi: 

Y = 0,55 + 1,59*X1 + 1,32*X2 + 0,13*X3 + e 

Berdasarkan table 4.5, diketahui : 

1. “Dengan koefisien regresi sebanyak 1,59 serta level probabilitas (prob) 

0,00 < 0,05 observasi berikut menyatakan jika penghasilan asli daerah 

mempunyai dampak positif pada kinerja keuangan”. 
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2. “Hasil observasi menunjukkan jika Belanja Modal berdampak dalam 

kinerja keuangan. Hal berikut diketahui oleh skor koefisien regresi 

sebanyak 1,32 serta tingkat probabilitas (prob) 0,00 < 0,05”. 

3. “Temuan menyatakan jika Dana Perimbangan tidak berdampak pada 

kinerja keuangan. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas 

(prob) 0,55 > 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,13”. 

4.1.7 Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian moderasi untuk 

mengukur apakah struktur model memoderasi kaitan pada penghasilan asli 

daerah, belanja modal, serta dana perimbangan dalam kinerja keuangan. 

Hasil pengujian moderasi bias diketahui dalam tabel 4.7. 

Gambar 4.9 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

 

Merujuk pada tabel 4.9, didapat persamaan moderasi dibawah ini: 

Y = 0,55 + 1,59*X1 + 1,32*X2 + 0,13*X3 – 0,70*Z + 1,20*X1Z – 6,50*X2Z + 

5,24*X3Z + e 

    Berdasarkan gambar 4.9, diketahui bahwa : 

1. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bisa 

memoderasi kaitan pada penghasilan asli daerah serta kinerja keuangan. 

Hal berikut dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 1,20 dan level 

probabilitas (prob) sebanyak 0,02 yang ≤ 0,05”. 

2. “Temuan penelitian memperlihatkan partisipasi masyarakat bisa 

memoderasi belanja modal dalam kinerja keuangan. Ditunjukkan melalui 

angka koefisien regresi sebesar -6,50 beserta skor probabilitas (prob) 0,04 

yang ≤ 0,05”. 



61 
 

 
 

3. “Temuan menunjukkan partisipasi masyarakat tidak bisa memoderasi 

dana perimbangan dalam kinerja keuangan. Dibuktikan oleh koefisien 

regresi sebesar 5,24 beserta taraf probabilitas (prob) sebanyak 0,00 < 

0,05”. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Berdasarkan hasil regresi, dengan koefisien sebanyak 1,59 serta 

level probabilitas (prob) 0,00 < 0,05 diketahui apabila Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dalam kinerja keuangan 

pemerintah daerah di Indonesia. Peningkatan PAD memberikan lebih 

banyak sumber daya bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan 

mengembangkan wilayahnya. Dana yang lebih besar memungkinkan 

pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan, 

memperbaiki infrastruktur, dan menyediakan layanan publik yang lebih 

baik. Selain itu, peningkatan PAD juga menunjukkan kemandirian 

keuangan yang lebih tinggi, yang bisa meminimalisir ketergantungan pada 

transfer dana pemerintah pusat.  

Pendapatan Asli Daerah berperan penting untuk ukuran kapasitas 

fiskal suatu daerah, yang pada gilirannya memperlihatkan kinerja 

keuangan daerah tersebut (Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B. 1989). 

Dengan demikian, peningkatan PAD yang diiringi dengan pengelolaan 

yang baik dapat berkontribusi memiliki dampak yang berarti pada 

performa keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks Teori Keagenan 

(M. Jensen & Meckling, 1976), tingginya PAD menunjukkan keberhasilan 

pemerintah daerah sebagai agen dalam mengelola aset untuk memenuhi 

harapan masyarakat sebagai prinsipal. Ketika PAD dikelola secara 

transparan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung, masyarakat 

memperoleh kepercayaan lebih terhadap pemerintah, sehingga mencegah 

kesenjangan pemahaman dan informasi antara masyarakat dan 

Pemerintah. Hasil observasi berikut selaras pada observasi yang 

dilaksanakan oleh (Ardelia et al., 2022) serta (Digdowiseiso et al., 2022), 
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ditemukan jika terdapat keterkaitan positif antara Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

4.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil observasi menyatakan jika Belanja Modal memiliki pengaruh 

positif dalam kinerja keuangan, dalam koefisien sebanyak 1,32 serta level 

probabilitas (prob) 0,00 < 0,05. Hal berikut memperkirakan jika 

peningkatan belanja modal untuk infrastruktur fisik dan aset jangka 

panjang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan 

daerah. Pengelolaan belanja modal yang terencana dengan baik bisa 

mendorong efektivitas alokasi anggaran, mendukung pembangunan 

ekonomi, serta peningkatan layanan publik. Pengelolaan yang baik 

terhadap belanja modal akan memberikan dampak nyata pada kualitas 

pembangunan daerah.  

Hasil observasi berikut selaras pada observasi yang dilaksanakan 

oleh (Simamora & Budiwitjaksono, 2022) serta (Lathifa & Haryanto, 

2019) mengungkapkan bahwa terdapat dampak positif belanja modal pada 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan teori 

keagenan, belanja modal yang transparan mencerminkan tanggung jawab 

pemerintah sebagai agen dalam memenuhi kepentingan masyarakat 

sebagai prinsipal. Dengan pengawasan yang efektif, risiko ketidaksesuaian 

informasi atau komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat 

diminimalkan, sehingga memastikan alokasi belanja modal tepat sasaran. 

4.2.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan 

Temuan studi menyatakan jika Dana Perimbangan tidak 

berdampak pada kinerja keuangan, dalam koefisien sebanyak 0,13 serta 

tingkat probabilitas (prob) 0,55 > 0,05. Hasil berikut menyatakan jika 

meskipun dana perimbangan memberikan kontribusi penting bagi 

kebutuhan fiskal daerah, efektivitasnya terhadap peningkatan kinerja 

keuangan sangat diberi pengaruh oleh efisiensi pengelolaannya. Dalam 

beberapa kasus, ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan 

tanpa disertai inovasi pendapatan daerah menyebabkan dampak yang 

kurang signifikan dalam kinerja keuangan.  
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Menurut teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen harus 

mengelola dana perimbangan secara transparan untuk mengurangi risiko 

kurangnya informasi atau pemahaman yang adil antara masyarakat sebagai 

prinsipal dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan dana 

digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Temuan 

berikut tidak selaras pada studi sebelumnya, seperti yang dilaksanakan 

oleh (Ardelia et al., 2022; Thalib & Ekaningtias, 2019), yang 

menyimpulkan adanya hubungan negatif, maupun penelitian (Rustiyani & 

Irene Sukma Lestari Barus, 2023) yang mendapatkan terdapatnya dampak 

signifikan Dana Perimbangan pada kinerja keuangan. 

4.2.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Berlandaskan observasi, keikutsertaan masyarakat dapat 

memoderasi kaitan pada PAD serta kinerja keuangan. Hal berikut 

diketahui oleh nilai koefisien regresi sebanyak 1,20 serta level probabilitas 

(prob) sebanyak 0,02 yang ≤ 0,05. Hal ini menunjukkan jika keterlibatan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran 

mampu memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan. 

Partisipasi yang aktif menciptakan transparansi serta akuntabilitas dalam 

mengelola keuangan, sehingga pemerintah daerah bisa lebih optimal 

memanfaatkan PAD untuk pembangunan dan pelayanan publik. (Arnstein, 

1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif harus 

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.  

Berdasarkan teori keagenan, partisipasi masyarakat berfungsi 

sebagai mekanisme pengawasan yang mengurangi kurangnya keselarasan 

informasi atau komunikasi pada selaku agen serta masyarakat selaku 

prinsipal. Dengan keterlibatan masyarakat, akuntabilitas pemerintah 

meningkat, sehingga pengelolaan PAD lebih efektif dan selaras dengan 

kepentingan masyarakat. Temuan ini sama dengan penelitian (Yunita & 

Rasmini, 2018), yang juga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat 

dapat memperkuat dampak PAD pada kinerja keuangan pemerintah 
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daerah. Akan tetapi, hasil berikut berbanding terbalik pada observasi 

(Maulida’arifina, 2024), menyimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat 

dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan tersebut. 

4.2.5 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi 

Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Temuan penelitian menunjukan jika keikutsertaan masyarakat bisa 

memoderasi hubungan antara Belanja Modal dan kinerja keuangan, dalam 

koefisien sebanyak -6,50 serta jenjang probabilitas (prob) 0,04 < 0.05. 

Nilai koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat, ketika tidak dilaksanakan secara efektif, justru dapat 

melemahkan hubungan positif antara belanja modal dan kinerja keuangan. 

Ketidakefektifan partisipasi masyarakat, seperti kurangnya keterlibatan 

nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan 

belanja modal, dapat mengarah pada inefisiensi atau pemborosan 

anggaran, sehingga tujuan belanja modal untuk mendorong pembangunan 

dan meningkatkan kinerja keuangan tidak tercapai secara maksimal. 

Dalam konteks ini, mekanisme partisipasi yang lebih terarah, 

transparan, dan disertai edukasi kepada masyarakat dapat menjadi solusi 

untuk memastikan dampak positif yang diharapkan dari belanja modal 

pada kinerja keuangan. Pendapat berikut selaras pada (Putnam, 1993), 

yang menyebutkan jika keberhasilan partisipasi masyarakat bergantung 

pada kapasitas masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dan efektif 

dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Dalam 

kaitannya dengan teori keagenan, partisipasi yang tidak efektif dapat 

menciptakan kurangnya kesepahaman pada pemerintah selaku agen serta 

masyarakat selaku prinsipal, sehingga menghambat tercapainya tujuan 

belanja modal. Oleh krena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan 

kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan untuk 

memperbaiki efektivitas belanja modal. Hasil observasi berikut tidak 

selaras pada observasi (Yunita & Rasmini, 2018) menyebutkan jika 

keikutsertaan masyarakat meningkatkan dampak belanja modal pada 

performa keuangan pemerintah daerah. 
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4.2.6 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi Dana 

Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil observasi melihatkan jika partisipasi masyarakat dapat 

memengaruhi tingkat hubungan antara Dana Perimbangan dengan 

performa keuangan, dalam koefisien regresi sebanyak 5,24 serta level 

probabilitas (prob) 0,00 < 0,05. Hal berikut menyebutkan jika keterlibatan 

masyarakat pada proses pengelolaan dana perimbangan, seperti 

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, mampu memperkuat dampak 

positif dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Melalui partisipasi yang aktif serta efektif, pengelolaan dana perimbangan 

menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terarah pada prioritas 

pembangunan, sehingga mendorong efisiensi penggunaan dana serta 

peningkatan kualitas layanan publik. Partisipasi masyarakat yang efektif 

dalam pengelolaan dana perimbangan memerlukan mekanisme yang 

transparan dan akuntabel. Tanpa mekanisme tersebut, partisipasi 

masyarakat tidak akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan dan 

hasil penggunaan dana perimbangan (Chambers, 1997). 

Berdasarkan teori keagenan, partisipasi masyarakat menciptakan 

keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah sebagai agen dan 

masyarakat sebagai prinsipal. Dengan keterlibatan masyarakat yang 

efektif, potensi komunikasi yang buruk atau pengelolaan dana yang tidak 

efisien dapat diminimalkan, sehingga hasil pengelolaan dana perimbangan 

lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. 

Hasil observasi berikut selaras dalam hasil observasi (Yunita & Rasmini, 

2018), menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan efek 

dana perimbangan thp performa keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hasil 

berikut tidak selaras pada temuan (Maulida’arifina, 2024), yang 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi hubungan 

tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berlandaskan studi terkait Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Belanja Modal, serta Dana Perimbangan pada Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah di Indonesia, dalam Partisipasi Masyarakat selaku 

Variabel Moderasi, Beberapa poin utama dapat dirangkum dibawah ini: 

1. Penghasilan Asli Daerah mempunyai dampak positif pada kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Meningkatnya PAD memungkinkan 

pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan 

keuangan, sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan 

program pembangunan dan memberikan layanan publik. Hal ini 

tercermin dalam kemampuan pemerintah daerah guna pengurangan 

ketergantungan dalam biaya transfer pada pemerintah pusat. 

2. Belanja Modal mempunyai dampak positif dalam kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Penggunaan belanja modal yang efektif dan 

efisien tidak hanya meningkatkan kapasitas aset daerah, tetapi juga 

memperkuat kemampuan pemerintah daerah dlam pemberian 

layanan publik yang optimal. Hal berikut menunjukkan jika alokasi 

anggaran belanja modal yang tepat dapat menjadi bagian faktor 

utama dalam pendukung perkembangan ekonomi daerah dan 

keberlanjutan fiskal yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal 

menjadi strategi penting bagi pemerintah daerah dalam mencapai 

tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 

3. Dana Perimbangan tidak mempunyai dampak dalam kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Hal berikut mennjukkan apabila 

meskipun dana perimbangan ialah salah satu contributor utama 

terhadap pendapatan pemerintah daerah, penggunaannya tidak 

secara langsung meningkatkan efektivitas atau efisiensi 

pengelolaan keuangan daerah. Faktor-faktor lain seperti tata kelola, 
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kebijakan fiskal, dan kemampuan pengelolaan anggaran oleh 

pemerintah daerah dapat lebih berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan tersebut. Maka, diperlukan evaluasi serta penguatan 

strategi mengelola keuangan daerah yang lebih komprehensif. 

4. Partisipasi masyarakat bisa memoderasi hubungan pada PAD, 

belanja modal, serta dana periimbangan pada kinerja keuangan. 

Tingginya partisipasi masyarakat dapat memperkuat hubungan 

positif dari variabel-variabel tersebut, terutama melalui 

peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik 

terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, 

mengkaitkan masyarakat dengan aktif pada tahapan merencanakan 

serta pengawasan anggaran menjadi strategi yang penting untuk 

mendorong optimalisasi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

5.2 Saran  

Berlandaskan kesimpulan yng telah diperoleh, penulis emberikan 

beberapa saran: 

1. Dalam observasi mendatang, terdapat utuk penambahan variabel 

independen lain yang bisa berdampak pada performa keuangan 

pemerintah daerah.  Disarankan pula untuk mengeksplorasi variabel 

moderasi lain yang memiliki potensi lebih lanjut untuk memperkuat 

hubungan antara variabel independen dan kinerja keuangan, untuk 

memperluas pemahaman yang mendalam terkait elemen-elemen 

yang memengaruhi performa keuangan pemerintah daerah. 

2. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya memperluas jumlah sampel 

serta rentang waktu pengamatan guna mendapatkan data yang lebih 

relevan dan kuat. 

3. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas ckupan penilaian 

kinerja keuangan dengan menerapkan rasio yang berbeda, seperti 

rasio kemandirian daerah, rasio ekonomi, dan rasio efisiensi. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Hasil Output Eviews 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

 KK PAD BM DP PM 

 Mean  1.006282  0.189606  0.075023  0.264144  0.014797 

 Median  0.994412  0.188139  0.072101  0.275670  0.024900 

 Maximum  1.547137  0.359026  0.150871  0.449488  0.644272 

 Minimum  0.751140  0.022405  0.019112  0.101823 -0.661809 

 Std. Dev.  0.114234  0.075462  0.028350  0.075494  0.123232 

 Skewness  1.542758  0.025965  0.416174 -0.142881 -0.136874 

 Kurtosis  7.639738  2.459147  2.718623  2.297775  14.77412 

      

 Jarque-Bera  200.5156  1.906620  4.985672  3.712121  895.8025 

 Probability  0.000000  0.385463  0.082675  0.156287  0.000000 

      

 Sum  155.9737  29.38901  11.62850  40.94229  2.293509 

 Sum Sq. Dev.  2.009609  0.876957  0.123769  0.877690  2.338654 

      

 Observations  155  155  155  155  155 

 

2. Hasil Uji Chow 

 

3. Hasil Uji Hausman 
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4. Uji Normalitas 

 

5. Uji Multikolinearitas 

 

6. Uji Heteroskedastisitas 
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7. Uji Parsial  
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